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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum” ini 

merupakan penelitian yang menjawab dua pertanyaan, yakni: Pertama, mengenai 

bagaimana proses penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal; Kedua, 

mengenai bagaimana tinjauan filsafat hukum terhadap proses penyelesaian 

perkara KDRT melalui mediasi penal di Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini 

adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah teknik kepustakaan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dihimpun 

melalui pembacaan dan kajian teks, yang selanjutnya disusun dan dianalisis 

dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. 

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah 

tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Proses penyelesaian perkara KDRT bisa dilakukan melalui jalur penal maupun 

non-penal, memilih jalur penal berarti memilih jalur non-litigasi, salah satunya 

melalui mediasi penal. Proses penyelesaian perkara KDRT melalui Mediasi Penal 

ini memiliki relevansi kuat dengan teori Maqāṣid Al-Syarī’ah, Teori Pemaafan 

dalam Pidana Islam, dan Teori Restorative Justice yang masing-masing 

prinsipnya mengutamakan keadilan korban dengan menghadirkan solusi terbaik 

bagi bagi perkara ini, tanpa mengurangi maupun menghilangkan unsur keadilan 

secara keseluruhan itu sendiri. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembaca, 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dapat dipidana 

dan bukan sesuatu yang dapat ditutupi atau diterima begitu saja oleh pihak 

korban. Selain itu penelitian ini juga bertujuan menyadarkan masyarakat, bahwa 

ada jalur penyelesaian lain dari perkara KDRT selain melalui jalur pengadilan, 

yakni melalui Mediasi Penal. 
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1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan sudah ada sejak awal 

penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam AS dan istrinya Hawwa. Olehi karenai itu, 

hikmahi dani filsafati nikahi sangati banyaki dan tidak terhitung, sebanyak filsafat 

dan adat serta keyakinan masing-masing budaya di dunia. Sebab itulah Islam 

memandangi pernikahani sebagaii ajarani agamai yang sakrali dan sucii yang 

memilikii banyaki hikmahi dan penuh muatan filsafat, yang diantaranya sebagai 

berikut:
1
 

1. Allah menciptakan bumi dan seisinya ini untuk diolah dan dimanfaatkan 

oleh umat manusia, sebagaimana difirmankan-Nya dalam Q.S Al-

Baqarah:29; 

ي   َىَ ت ُنَّ اسْ ا ث ُعً وِ ضِ جَ زَْ ا فٍِ الْْ نْ هَ كُ كَ لَ َ ل ٌ خَ رِ ىَ الَّ  هُ

اثٍ  اوَ وَ عَ سَ بْ يَّ سَ اهُ ىَّ اءِ فَسَ وَ لًَ السَّ ىَ  ۚ  إِ هُ لِّ  وَ كُ ءٍ  بِ ٍْ ُن   شَ لِ  عَ

 
“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 

sekalian manusia…”
2
 

                                                           
1
 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam, (Malang: UIN 

Malang Press, 2007), 147-148 

2
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008), 5 
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Dibutuhkan banyak spesies manusia untuk mewujudkan kehidupan yang 

seimbang di dunia ini. Hal tersebut memungkinkan sesama manusia untuk 

hidup dan saling membantu serta bergenerasi dari masa ke masa. Hal ini 

dapat direalisasikan dengan sebuah pernikahan. 

2. Ketika seorang laki-laki memenuhi kodratnya dan disibukkan dengan 

aktivitasnya mencari nafkah, ia tidak memiliki waktu yang banyak untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus rumah dan 

sebagainya sebab lelahnya ia berkerja. Maka ia membutuhkan seorang 

teman hidup (perempuan) yang mampu mengurus urusan 

kerumahtanggaan serta menjadi pendamping hidupnya, yakni seorang istri 

sah, sebagaimana Allah jelaskan dalam Q.S Al-Rum:21
3
; 

ُىا ٌ كُ َسْ ت ا لِ اجً وَ َشْ نْ أ كُ ُسِ ف ًَْ يْ أ نْ هِ كُ َ كَ ل َ ل َىْ خَ هِ أ اتِ يْ آََ هِ  وَ

تً  وَ حْ زَ ً وَ َّة د ىَ نْ هَ كُ ٌَ ُْ َ لَ ب عَ جَ ا وَ هَ ُْ َ ل ِ كَ  فٍِ إِىَّ  ۚ  إ لِ  َ اثٍ  ذ ََ َِ  

وىَ  سُ كَّ َفَ ت َ مٍ َ ىْ قَ  لِ

 

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berpikir.
4
 

 

3. Ada suatu bagian dari naluri manusia yang harus disalurkan, yakni hawa 

nafsu. Menikahi adalahi satu-satui jalani yangi sahi untuki mencukupii 

kebutuhani seksuali manusiai dalami menyalurkani hasratnya. Olehi karenai 

itui Nabii Muhammadi SAWi menganggapi bahwai nikahi termasuki 

                                                           
3
 Ibid., Filsafat Hukum… 

4
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan..., 406. 
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pelengkapi kesempurnaani agamai seorangi muslim. Karena dengan 

menikah, seorangi muslimi mampui mengendalikani syahwatnyai dan 

menundukkan pandangan matanya dari melihat perempuan lain, sebab 

pada hakikatnya apa yang ada pada perempuan yang ia lihat itu ada pula 

pada istrinya. Sebab itulah diantaranya hikmah nikah adalah untuk 

menjaga kehormatan dari maksiat dan zina.
5
 

4. Manusia adalah social creature yang artinya ia akan selalu membutuhkan 

orang lain, baik ketika masih hidup atau setelah meninggal dunia. Melalui 

pernikahan, perwujudan manusia sebagai makhluk sosial itu dapat 

dipenuhi. Karena kelas suami, istri dan anak-anak serta anggota keluarga 

yang lain akan merealisasikan hal tersebut dengan membantu dan 

memenuhi kebutuhan satu sama lain. Saat di dunia, istri dan anak dapat 

membantu pekerjaan rumah dan penolong ketika sakit, sedangkan ketika 

sang ayah meninggal dunia, maka doa dari anak-anaknya yang saleh adalh 

satu-satunya bantuan besar yang paling diperlukan, karena doa anak saleh 

adalah salah satu dari tiga amalan yang dapat memberikan manfaat bagi 

mayit.
6
 

Oleh karena agung dan sakralnya nikah, sehingga tergolong salah satu 

bagian dari ibadah, bahkan hubungan suami istri tercatat sebagai pahala sadaqah. 

Maka salah seorang ulama Hadratul Yaman, yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar al-

Sakran menganjurkan untuk membangun niat yang baik dan suci ketika menikah, 

                                                           
5
 Ibid., Filsafat Hukum..., 149. 

6
 Ibid.,149-150. 
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antara lain berniat untuk mencapai ridha Allah, upaya mendapatkan anak saleh, 

,memperbanyak umat Muhammad SAW, harapan mendapat doa dari anak-anak 

saleh, penjagaan diri dari godaan setan dan sahwat, menjaga kehormatan 

kemaluan dari maksiat, dan lain-lain lagi seperi apa yang pernah diniatkan oleh 

para nabi dan orang-orang saleh ketika mereka menikah.
7
 Pun ketika terdapat 

suatu permasalahan dalam rumah tangga, Islam selalu menyarankan kita untuk 

menyelesaikan segalanya secara kekeluargaan, sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS. An-Nisa‟:35 yakni: 

ٌِهِوَا فَابْعَثىُا حَكَوًا هِيْ أهَْلِهِ وَحَكَوًا هِيْ أهَْلِهَا إِىْ َسَُِداَ إِصْلََحًا  ُْ وَإِىْ خِفْتنُْ شِقَاقَ بَ

َ كَاى عَلُِوًا خَبُِسً  ٌَهُوَا ۗ إِىَّ اللََّّ ُْ ُ بَ  َىَُفِّكِ اللََّّ

“Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai 

dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru samai itu) bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri 

itu. Sungguh Allah Maha Mengetahu Maha Teliti.”
8
 

 

Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menempatkan semua anggota 

keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Suami 

memiliki hak yang lebih besar daripada istri karena ia berperan sebagai kepala 

rumah tangga. Sedangkan perempuan sebagai seorang istri mempunyai hak dan 

kewajiban sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebgai seorang perempuan. Seorang 

                                                           
7
 Ibid., 151. 

8
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan..., 84. 
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anak pun juga memiliki hak untuk disayangi dan memiliki kewajiban untuk 

menghormati orang tuanya.
9
  

Bagi seorang pembantu rumah tangga, ia akan mendapatkan perlakuan 

yang baik dan upah yang layak, apabila ia mengerjakan pekerjaannya dengan 

baik. Ia juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh majikannya selama 

tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perundang-undangan yang berlaku. 

Majikan juga berhak menegur dan memberikan sanksi apabila ia lalai dalam 

mengerjakan tugasnya.
10

 Namun apa yang akan terjadi jika peran ini 

disalahgunakan oleh salah satu anggota rumah tangga dalam wujud kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Teguh Prasetyo mengutip pendapat Stanciu mengenai korban kejahatan 

dalam sistem peradilan pidana, yakni yang dimaksud dengan korban kejahatan 

dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu 

selanjutnya menyatakan  bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari 

korban tersebut, yaitu suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan). 

Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal 

sebab hukum (legal) juga sebenarnya dapat menimbulkan ketidakadilan, 

selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum.
11

 

Terdapat dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi 

perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu keadilan retributif 

                                                           
9
 Abd. Wahed, “Analisis Hukum Islam terhadap Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga “, 

Jurnal Al-Ihkam, Vol.IV (1 Juni, 2009), 35. 

10
 Ibid. 

11
 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 

42. 
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(retributive justice) dan keadilan restoratif (restorative justice). Perbedaan dalam 

kedua konsep ini adalah pada konsep dasar hukum pidana secara formil dan 

materiil.
12

 

Dalam perspektif keadilan retributif, kejahatani adalahi pelanggarani 

terhadapi tertibi publiki (public order) ataui suatui perbuatani melawan masyarakat, 

melawani badani kolektifi darii wargai negara, sertai menentangi serangkaiani 

standari olehi institusi-institusii demokratiki masyarakat. Oleh karena itu, 

administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif 

oleh negara dengan memonopoli penuntutan dan penegakannya.
13

 

Keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai perbuatan melanggar 

hukum pidana dan merupakan konflik antarindividu yang menimbulkan kerugian 

pada korban, masyarakat, dan pelanggar sendiri. Keadilani restoratifi berpijaki 

padai hubungani yangi manusiawii antarai korbani dengani pelanggari dani 

fokusnyai padai dampaki yangi ditimbulkani olehi kejahatani padai semuai pihak, 

bukani hanyai sekadari padai korban, tetapii jugai padai masyarakati dani 

pelanggari sendiri. Oleh sebab itu dalam pemidanaan yang bersendikan pada 

keadilan restoratif, ada empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban 

kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar.
14

 

Mengacu kepada perspektif dua keadilan tersebut, maka diperlukan 

pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk dapat menunjang kebijakan 

                                                           
12

 Ibid., Viktimologi dalam Sistem…, 43 

13
 Ibid. 

14
 Ibid., 42-43. 
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perlindungan kepada saksi dan korban. Dalam kaitan dengan masalah penalisasi 

yang berhubungan dengan administrative penal law tersebut. 

Melalui mediasi pidana (mediasi penal), proses penanganan perkara dapat 

dilaksanakan dengan transparan sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan 

yang sering terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingati 

banyaknyai keuntungani yangi adai padai mediasii pidana sebagaimana yang telah 

dipraktikkan oleh beberapa negara, maka bukan hal yang awam lagi ketika 

masyakarat Indonesia mulai tertarik pada penyelesaian pidana melalui mediasi 

pidana (mediasi penal). 

Adapun telah ada kajian mengenai penerapan mediasi penal dalam proses 

penyelesaian perkara pidana, jarang terdapat pembahasan mengenai mediasi penal 

dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan utamanya adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun kehidupan setelahnya. 

Penulis pun menyadari bahwa mediasi penal memiliki korelasi dengan konsep 

maqāṣid al-syarī‟ah ini. 

Mustafa Abd al-Raziq, seorang ahli kontemporer Mesir mengemukakan 

bahwai filsafati hukumi Islami itui terdirii atasi sumberi hukum, kaidah, serta  

tujuannya. Maka melihat kepada tujuan penerapan hukum Islam itulah ada ulama 

yang menamakan filsafat hukum Islam dengan maqāṣid al-tasyri‟ atau maqāṣid 

al-syarī‟ah.
15

 

Secara bahasa, maqāṣid al-syarī‟ah terdiri dari dua kata yaitu maqāṣid 

yangi artinyai kesengajaani ataui tujuani dani syarī‟ahi artinyai jalani menuju 

                                                           
15

 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 153. 
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sumberi airi inii dapati pulai dikatakani sebagaii jalani kei arahi sumberi pokok 

kehidupan. Adapun tujuan maqāṣid al-syarī‟ah adalah untuk kemaslahatan 

manusia.
16

 

Jika unsur pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta 

dapat diwujudkan dan dipelihara, maka kemaslahatan dapat direalisasikan dengan 

baik. 

Tujuan syāri‟ dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada 

orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi 

kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang ḍaruriy, hajiy, dan 

tahsiniy. 

Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syarī‟ah adalah untuk 

menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yakni untuk memastikan 

bahwa kemaslahatan kaum muslimin di dunia dan akhirat dapat terwujud dengan 

cara yang terbaik sebab Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya.
17

 

1. Al-Maqāṣid Al-Ḍaruriyyāt bisa dikatakan juga sebagai kebutuhan 

pokok. Hal ini meliputi aspek-aspeki kehidupan yang sangat penting 

dan bersifat pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan 

kehidupan manusia dengan baik. Pengabaiani terhadapi aspeki tersebuti 

                                                           
16

 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 105 

17
 Ibid. Filsafat Hukum… 
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akani mengakibatkani kekacauani dani ketidakadilani dii duniai ini, dan 

kehidupani akani belangsungi dengani sangati tidaki nyaman.
18

 

2. Al-Maqāṣid Al-Hajiyyāt bisa dikatakan juga sebagai kebutuhan 

sekunder. Hali inii meliputii aspek-aspeki hukumi yangi dibutuhkani 

untuki meringankani bebani yangi teramat berat, sehinggai hukumi 

dapati dilaksanakani dengani baik. Contohnya: dalam keadaan 

berhalangan seperti sakit atau keadaan sulit, dii manai penyederhanaani 

hukumi munculi padai saati darurati dalami kehidupani sehari-hari.
19

 

3. Al-Maqāṣid Al-Tahsiniyyāt dapat dikatakan juga sebagai kebutuhan 

tersier,  menunjuk pada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tata 

cara beribadah sampai kehidupan sehari-hari sebgai muslim.  Misalnya 

anjuran untuk memerdekakan hamba sahaya, berwudhu sebelum 

sholat, bersedekah kepada fakir dan lain sebagainya.
20

 

Ketiga prinsip universal teratas digolongkan dalam kategori daruriyyāt, 

yang berarti bahwa pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan tiga hal ini tidak 

dapat diabaikan. Sebab daruriyyāt sendiri adalah aspek kebutuhan pokok yang 

harus dipenuhi terlebih dulu. Dua kategori lainnya yakni hajiyyāt dan tahsiniyyāt, 

yang secara struktural dan substansial merupakan pelengkap dari daruriyyāt akan 

ikut terpengaruh, meskipun apapun yang mengganggu tahsiniyyāt tidak akan 

                                                           
18

 Ibid., 106. 

19
 Ibid. 

20
 Ibid. 
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terlalu  berpengaruh pada hajiyyāt. Sejalan dengan pemikiran ini, maka kategori 

pemenuhan tersebut berdasarkani urutani kepentingannyai dimulaii darii 

daruriyyāti dani diakhirii olehi tahsiniyyāt. 

Kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan akhirat itu bersifat 

relatif, hal ini yang harus dipahami oleh setiap manusia sebagai salah satu bagian 

penting dari pembagian hukum. Selalu ada pengorbanan dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan itu sendiri.  

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti 

berikut:
21

 

1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan 

khayalan. 

2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal 

3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak 

bertentangan dengan prinsip umum syariat 

4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyyāt atau menghilangkan 

kesulitan yang berat dalam beragama. 

Syariat bertujuan untuk merealisir kemaslahatan umum, memberikan 

kemanfaatan dan menghindarkan ke-mafsadat-an bagi umat manusia. Mengetahui 

tujuan umum diciptakan suatu peraturan itu sangat penting, agari dapati menarik 

hukumi suatui peristiwai yangi sudahi adai nash-nyai secarai tepati dani benar 

                                                           
21

 Ibid., Filsafat Hukum…, 107. 
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kemudian selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yangi tidak 

adai nashnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin lebih jauh memaparkan 

tentang  mediasii penali dalami penyelesaiani perkarai kekerasani dalami rumahi 

tanggai (KDRT) dari perspektif filsafat hukum. 

 

B. Identifikasii Masalahi 

Berdasarkani latari belakangi yang Penulisi uraikani dii atas, maka terdapat 

beberapai persoalani yangi akan diidentifikaskan oleh Penulis, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Prosesipenyelesaiani perkarai KDRTi melaluii Mediasii Penali di Indonesia. 

2. Pandangan filsafat hukum terhadap prosesi penyelesaiani perkarai KDRTi 

melaluii Mediasii Penali di Indonesia. 

3. Tinjauan filsafat hukum terhadap prosesi penyelesaiani perkarai KDRTi 

melaluii Mediasii Penali di Indonesia. 

 

C. Batasani Masalahi 

Berdasarkan poin-poin identifikasi masalah di atas, maka Penulis 

memfokuskan pembahasan pada: 

1. Prosesipenyelesaiani perkarai KDRTi melaluii Mediasii Penali di Indonesia. 
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2. Tinjauan filsafat hukum terhadap prosesi penyelesaiani perkarai KDRTi 

melaluii Mediasii Penali di Indonesia. 

 

D. Rumusani Masalahi 

Dari identifikasii dani batasani masalahi dii atas, dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanai prosesi penyelesaiani perkarai KDRTi melaluii Mediasii 

Penali di Indonesia? 

2. Bagaimana tinjauan filsafat hukum terhadap prosesi penyelesaiani 

perkarai KDRTi melaluii Mediasii Penali di Indonesia? 

 

E. Kajian Pustaka 

1. Penelitian karya Satrio Putri Wihanto, Dr. Bambang Sugiri SH. Ms., dan Abdul 

Madjid, SH. MH., dari Universitas Brawijaya, yang berjudul “Implementasi 

Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah 

Tangga) Studi Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya.
22

 Penelitian ini 

bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan mediasi penal yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penyelesaian di tingkat penyidikan 

dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang dan Polrestabes 

                                                           
22

 Satrio Putro Wihanto, et al, “Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus KDRT 

(Kekerasan dalam Rumah Tangga): Studi Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya”,  media. 

neliti.com, diakses pada Rabu, 31 Oktober 2018.   
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Surabaya. Proses ini menitik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan 

tetapi pada nilai-nilaii kemanfaatani dani keadilani sebagaii dasari kebutuhan 

ataui kepentingani parai pihaki untuki mendapatkani solusi, sertai penghindaran 

darii prosesi peradilani pidanai yangi ipanjang. 

2. Penelitian karya Ludfi, Jumiati, dan Febriana Hidayati, dari IAIN Madura, 

dengan judul “Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT”
23

, yang 

memfokuskan penelitian pada konsep Restorative Justice yang diaplikasikan 

pada proses Mediasi Penal. Konsepsi ini dianggap bisa menajdi alternatif 

dalam menyelesaikan kasus KDRT dengan mengupayakan win-win solution 

diantara pihak-pihak yang berperkara sertai berupayai untuk menjadii solusi 

atasi permasalahani dalami sistemi peradilani pidanai dii Indonesia. 

3. Penelitian karya Dr. Sahuri Lasmadi, SH., M.Hum. dari Universitas Jambi, 

yang berjudul “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. 

Penelitian ini memfokuskan pada upaya pembaharuan hukum pidana (penal 

reform) yang kemudian melahirkan adanya mediasi penal itu sendiri. Konsep 

Penal reform ini juga berupaya untuk menghindarii efeki negatifi darii sistem 

peradilani dani sistemi pemidanaani yangi adai saati ini.
24

 

 

 

                                                           
23

 Ludfi, et al., “Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT”, Jurnal Hukum Islam, 

Vol. XVIII, (1 Juni, 2018). 

24
 Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, online-

journal.unja.ac.id., diakses pada Rabu, 31 Oktober 2018. 
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F. Tujuani Penelitiani 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka 

skripsi ini bertujuan: 

1. Memahami prosesipenyelesaianiperkarai KDRTi melaluii Mediasii Penali 

dii Indonesia. 

2.Memahami tinjauan filsafat hukum terhadap prosesipenyelesaianiperkarai 

KDRTimelaluiiMediasiiPenalidiiIndonesia. 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, yang 

kemudian penulis klasifikasikan menjadi dua sudut pandang, yakni: 

1. Secara iteoritis, Penulisi berharapi agari penelitiani inii dapati menjadi 

rujukan dalam perkembangani ilmui pengetahuan, khususnyai dalam 

bidang Hukum Pidana. 

2. Secara ipraktis, Penulis berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat 

sebagai pertimbangan hukum bagi pihak-pihak yang ingin melakukan 

mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian pidana. 
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H. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang menjelaskan tentang variabel-

variabel yang terkait dengan penelitian ini. Terdapat tiga variabel yang akan 

didefinisikan oleh penulis terkait penelitian ini, yakni:  

1. Mediasi penal, adalah suatu alternatif penuntutan yang memberikan 

kemungkinan penyelesaian perkara melalui negosiasi antara pelaku tindak 

pidana dan korban dengan perantara pihak ketiga yang bersifat netral. 

2. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah bahwa penulis menjelaskan mengenai proses 

penyelesaian perkarai KDRT dii luari jaluri litigasi, yakni melalui alternatif 

penyelesaian perkarai yang memungkinkan korbani dani pelakui salingi 

bertemui dan berkomunikasii dengani pihaki ketigai baiki secarai langsungi 

maupuni secara tidaki langsung, dengani menggunakani pihaki ketigai sebagaii 

penghubung dan membicarakan solusi terbaik diantara pihak-pihak yang 

terkait. 

3. Filsafat hukum adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum, sumber asal 

muasal hukum, dan prinsip penerapannya, serta manfaat hukum bagi 

masyarakat yang melaksanakannya. Filsafat hukum menyangkut persoalan-

persoalan; adanya hukum dan tujuan berlakunya hukum dan keadilan. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori, yakni teori maqāṣid al-syarī‟ah, 

teori pemaafan dalam pidana Islam, dan teori keadilan restoratif (Restorative 

Justice). Penulis berusaha memfokuskan pembahasan pada tujuan utama 
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maqāṣid al syarī‟ah yakni meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan 

serta menekankan esensi pembaharuan hukum dalam prinsip restorative justice 

 

I. Metode Penelitian 

1. Datai yangi Dikumpulkani 

Data yang dikumpulkan adalah kumpulan data yang disajikan penulis 

berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu: 

a. Data proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) melalui mediasi penal di Indonesia. 

b. Data mengenai tinjauan filsafat hukum mengenai proses penyelesaian 

perkara KDRT melalui mediasi penal di Indonesia.  

2. Sumberi Datai 

a. Sumberi Primeri 

Sumber primer adalah data yang terkait dengan mediasi penal dan 

KDRT, diantaranya: 

1) Undang-Undangi Nomor 23i Tahuni 2004i tentang Penghapusan 

Kekerasani dalami Rumahi Tangga. 

2) Undang-Undangi Nomor 35 Tahuni 2014 tentangi Perlindungan 

Anak. 
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3) Undang-Undangi Nomori 39 Tahuni 1999 tentangi Hak Asasi 

Manusia. 

4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)i No. 1i Tahuni 2016 

tentang Proseduri Mediasi. 

5) Mediasi Penal: Perkara Penelataran Rumah Tangga, karya I 

Ketut Sudira. 

6) Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, 

karya Barda Nawawi Arief. 

7) Analisis Hukum Islam terhadap Masalah Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (KDRT), karya Abd. Wahed. 

b. Sumber Sekunder  

Sumber sekunder yang terkait dengan kepenulisan ini meliputi 

sumber pustaka yang terkait dengan teori-teori filsafat hukum, 

diantaranya: 

1) Filsafat Hukum Islam, karya Alaiddin Koto. 

2) Filsafat Hukum Islam, karya Dahlan Tamrin. 

3) Filsafat Hukum Islam, karya Muhammad Syukri Albani Nasution. 

4) Restorative Justice: An Overview, karya Tony F. Marshall. 

5) Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, karya Siswanto 

Sunarso. 
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6) Epistimologi Hukum Pidana Islam, karya Sahid. 

7) Teori Pemaafan dalam Pidana Islam (Anti Sadisme dalam Pidana 

Islam), karya Syahrul Anwar. 

3. Tekniki Pengumpulani Datai 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis mengunakan teknik kepustakaan, yakni tekniki pengumpulani data 

yangi bersumberi darii buku-buku, iundang-undang, iartikel, idan iinternet, dan 

katalog. Tekniki ini dilakukani dengani carai membaca, merangkum, menelaah, 

dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian. 

4. Tekniki Pengolahani Datai 

Setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, maka peneliti 

menggunakan teknik-teknik berikut ini: 

a. Editing, yakni memeriksai kembalii semua datai yangi telah diperoleh, 

terutamai darii kelengkapan, ikejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan 

antarai satui dengan yang lain. 

b. Organizing, yakni menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh 

sedemikiani rupai sehinggai menjadii kesatuani yangi beraturani dan 

memperolehi gambarani yangi jelasi sesuaii dengani rumusani masalah. 

c. Analyzing, yaitu mengembangkani sebuahi deskripsii informasii yang 

tersusun iuntuk imenarik ikesimpulani dari data-data yang telah 

dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya. 
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5. Teknik Analisa Data 

Metode analisa data yang akan dipakai penulis adalah metode kualitatif, 

yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. 

Dengan kata lain, penulis tidak semata-mata bertujuan untuk memahami proses 

penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal di Indonesia dari perspektif 

filsafat hukum, melainkan lebih jauh lagi untuk menganalisa latar belakang 

dari permasalahan hukum tersebut. 

Di samping itu, data yang diperoleh akan diuraikan dan akan disimpulkan 

dengan berpijak pada kerangka berpikir deduktif atau dalam istilah Islam yaitu 

istidlāl yang artinya mencarii dalili untuki tujuani yangi diminta. Dalam proses 

pencarian, Al-Qur‟ani menjadii rujukani yangi pertama, Al-Sunnahi menjadi 

yangi kedua, ijmā‟i menjadii yangi ketiga, dani qiyāsi solusii berikutnya.
25

 

 

J. Sistematikai Pembahasani 

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini secara 

sistematis dan agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca lain, maka 

penulis menyusun beberapa bab secara berurutan yaitu sebagai berikut: 

Bab pertamai berisii tentangi uraiani pendahuluani yangi menjelaskan 

langkah-langkahi yangi dilakukani dalami pembahasani skripsii ini, yaitui meliputi 

latari belakang, identifikasii dani batasani masalah, rumusani masalah, kajian 

                                                           
25

 Tim Penyusun MKD Sunan Ampel, Studi Hukum Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 

2011), 50 
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pustaka, tujuani penelitian, kegunaani hasili penelitian, definisii operasional, 

metodologii penelitian, dani sistematikai pembahasan. 

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai teori-teori filsafat hukum yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, diantaranya teori-teori mengenai 

maqaṣid-al syarī‟ah, teori pemaafan pidana dalam pidana Islam, dan teori 

keadilan restoratif (restorative justice). 

Bab ketiga, berisi penyajian data, yakni menguraikan secara normatif 

proses penyelesaiani perkarai KDRT melaluii mediasii penali dii Indonesia. 

Bab keempat, berisi tinjauan filsafat hukum terhadap proses ipenyelesaian 

perkarai KDRT melaluii mediasii penali dii Indonesia. 

Bab ikelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan  merupakan 

jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dalam pembahasan skripsi ini. 

Sedangkan poin saran berisi masukan berkaitan dengan pembahasan skripsi baik 

ditujukan untuk peneliti sendiri maupun orang lain. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH, 

TEORI PEMAAFAN PIDANA ISLAM, DAN TEORI RESTORATIVE 

JUSTICE 

 

A. Maqāṣid al-syarī’ah 

1. Pengertian Maqāṣid Al-Syarī‟ah 

Secara etimologi, maqāṣid al-syarī‟ah berartii maksudi ataui tujuan 

disyariatkannyai hukumi Islam. Karena itulah yang menjadi pembahasan inti di 

dalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum. 

Kajian ini menjadi hal yang menarik baik dalam bidang ushul fiqh maupun dalam 

kajian filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqāṣid al-

syarī‟ah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah ini mengarah pada 

pertanyaan-pertanyaan kritis yang dilontarkan untuk mengetahui tujuan 

ditetapkannya suatu hukum.
26

 

Mustafa Abd. Al-Raziq, ahli fikih kontemporer Mesir misalnya, 

mengemukakani bahwai filsafati hukumi Islami itui terdirii atasi sumberi hukum, 

kaidah, dani tujuannya. Maka, melihat pada tujuani penerapani hukumi Islam 

itulah ada ulama yangi menamakani filsafati hukumi Islam sama dengan maqāṣid 

al-tasyri‟ atau maqāṣid al-syarī‟ah, yaitu tujuan atau rahasia yang sesungguhnya 
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Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997), hal. 123 
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dari pengundangan atau penetapan hukum Islam oleh Allah SWT. Tujuan tersebut 

ada yang langsung disebut Allah dalam firman-Nya, dan ada juga yang 

tersembunyi, sehingga diperlukan upaya penggalian yang sungguh-sungguh untuk 

mengetahuinya dalam bentuk kegiatan kefilsafatan (philsophical activities).
27

 

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnyai adalahi untuk memelihara 

kemaslahatani manusia, sekaligusi untuki menghindarii mafsadat, baiki dii dunia 

maupuni dii akhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui taklīf, yang dalam 

pelaksanaannya memerlukan pemahamani sumberi hukumi yangi utama, yakni Al-

Quran dan Hadits. Menurut para ahli ushul fiqh, terdapat lima unsur pokok yang 

harus dipelihara dan diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di 

dunia dan di akhirat. Kelimai unsuri pokoki tersebuti adalahi agama, ijiwa, iakal, 

keturunan, dan iharta. Seorang mukallaf akan mencapai kemaslahatan, jikala ia 

dapat mewujudkan dan memelihara kelimai aspeki pokoki tersebut, sebaliknya ia 

akan merasakan adanya kemafsadatan bila ia tidak dapat memenuhi kelimaiaspek 

tersebut.
28

 

Al-Syatibi berpendapat bahwa penetapan kelimai pokoki di atas didasarkan 

pada dalil-dalili Al-Qurani dani Hadits. Dalil-dalili tersebuti berfungsii sebagaii al-

qawā‟id al-kulliyyāt dalami menciptakan al-kulliyyāt ial-khams. Ayat-ayati Al-

Quran yangi dijadikani dasari padai umumnyai adalahi ayat-ayati Makkiyah, selain 

itu yang tidak ada dalam nash terdapat dalam ayat-ayat Madaniyah yang juga 

mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Diantaranya ayat-ayat itu adalah yang 
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berhubungani dengani kewajibani shalat, larangani membunuhi jiwa, larangan 

meminumi minumani yangi memabukkan, larangani berzina, dani larangan 

memakani hartai orangi lain. Setelah melalui penelitian yang seksama Al-Syatibi 

berkesimpulan bahwa olehi karenai dalil-dalili yangi digunakani untuk 

menetapkani al-kulliyyāt ial-khams termasuki dalili qath‟i, makai iai jugai dapat 

dikelompokkani sebagaii qath‟i. Istilah qath‟i yang dimaksud oleh Al-Syatibi 

adalahi bahwai al-kulliyāt ial-khams darii segii landasani hukum, dapat 

dipertangungjawabkan, dani olehi karenai itui dapati dijadikani sebagaii dasar 

menetapkan ihukum.
29

 

2. Prinsip Pokok dalam Hukum Islam: Meraih Kemaslahatan dan Menolak 

Kemafsadatan 

Dari pembahasan terdahulu, telah disinggung bahwa yang menjadi hakikat 

dari disyariatkan (diundangkan) suatu hukum Islam itu adalah untuk menjamin 

kemaslahatan manusia secara pasti baiki di duniai maupuni dii akhirat. Inti utama 

dari hukum Islam adalah kemaslahatan manusia. Maka dari itu apapun bentuknya, 

semua hal yang membawa mudharat harus dihindari atau dicegah terjadinya 

kepada imanusia. Di mana didapati kemaslahatan, maka di situ terdapat syariat, 

dan di mana ada kemudharatan harus dihilangkan walau sekecil apapun itu 

dengan prinsip pencegahan atau (دفع الضسز).
30

 

                                                           
29

Ibid., Filsafat Hukum…, 125-126. 

30
Alaiddin Koto, Filsafat Hukum..., 147. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 
 

Ulama menyimpulkan prinsip ini dengan menyatakan bahwa ( صالح جلب الو

 meraihi kemaslahatani dani menolaki kemafsadatani adalahi intii atau ,(ودزء الوفاسد

prinsipi palingi utamai dalami pensyariatani hukumi Islam. Perilaku manusia 

berimplikasi pula pada kemaslahatan dan kemafsadatan. Sebab itulah Allah 

menurunkan syariat Islam yang bertujuan agar seluruh perilaku manusia 

berdampaki padai kemaslahatani merekai baiki dii duniai maupuni dii akhirat. 

Syariat Islam memerintahkan segala hal yang mendekatkan manusia pada 

kemaslahatan baik di dunia, akhirat, maupun keduanya. Begitu juga sebaliknya, 

syariat Islam melarang segala hal yang mendekatkan kita pada kemafsadatan, baik 

di dunia, akhirat, maupun keduanya. Karena baik kemaslahatan maupun 

kemafsadatan itu dapat berdampak pada urusan dunia, akhirat atau bahkan 

keduanya.
31

 

Terdapat tiga tingkatan yang harus diperhatikan untuk mencapai suatu 

kemaslahatan, yakni: pertama, kemaslahatani padai yangi diperbolehkan (maṣālih 

al-mubāhāt); kedua, kemaslahatan pada yang dianjurkan (maṣālih al- mandūbāt); 

dan ketiga, kemaslahatani padai yangi diwajibkani (maṣālih al-wājibāt). 

Sedangkani kemafsadatani memilikii duai tingkatan: pertama, kemafsadatani padai 

yangi makruhi (mafāsid lā makrūhāt); kedua, kemafsadatan padai yangi 

diharamkani (mafāsid al-muharromāt) 

Adapun pengetahuan pada kemaslahatan dan kemafsadatan di dunia, 

sebagiani besarnyai dapati diketahuii dengani akali dani adai pulai yangi hanya 

diketahuii dengani berpedomani padai idalil/naṣ. Sedangkan nilai kemaslahatan 
                                                           
31
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dan kemafsadatan di akhirat hanya dapat dianalisis dengan menggunakan dalil 

naqli (naṣ).
32

 

3. Kedudukan Hukum Maqāṣid Al-Syarī‟ah 

Secara etimologi, kata maqāṣid berarti tujuan-tujuan, dan syarī‟ah adalah 

sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT untuk meniti kehidupan di dunia 

ini. Dengan begitu, maqāṣid al-syarī‟ah ialah tujuan-tujuan yang hendak diraih 

dalam meniti jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT (hukum Islam). Jika 

seseorang bertanya-tanya mengapa Allah SWT mewajibkani shalati limai waktu, 

puasai dii bulani Ramadhan, zakat, haji, menghadirkani saksii dalami pernikahan, 

menuliskani transaksii hutangi piutang, memotongi tangani pencuri, mencambuk 

orangi yangi berzina, dani sebagainya, tentulah hal tersebut memiliki tujuan-tujuan 

tertentu yang hendak dicapai demi mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik 

di dunia maupun di akhirat.
33

  

Ketika dikaji dengan lebih dalam dan menyeluruh, hal ini membawa kita 

pada suatu kesimpulan bahwa tidak ada satu pun ketetapan Allah yang diturunkan 

oleh-Nya tanpa alasan atau tujuan tertentu alias bersifat sia-sia. Semua ketetapan-

Nya selalu bertujuan untuk mengarahkan manusia ke arah kemaslahatan, baik 

untuk diri sendiri maupun orang banyak
34
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Hukum-hukum syara‟ (hukum Islam) yang telah ditetapkan oleh Allah 

SWT dan Rasul-Nya memiliki tujuan-tujuan tertentu, baik secara umum maupun 

secara khusus. Tujuan yang  dimaksudi adalahi untuki mewujudkani kemaslahatan 

manusia, baiki dii duniai dani akhirat. Untuki memastikani terpeliharanya 

kemaslahatani manusia, makai Allahi SWTi (sebagaii pembuati hukum) 

menetapkani hukum-hukumi yang berkaitan dengan esensi dasar kehidupan 

manusia, dalam hal ini yakni masalah pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, 

dan harta. Pemeliharaani limai hali inii diwujudkani dalami bentuki ḍaruriyyat, 

hajiyyāt, maupuni tahsiniyyāt.
35

 

Hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan sesama 

manusia untuk mewujudkan maqāṣid al-syarī‟ah , yakni:
36

  

a. Kehormatan manusia (karōmah insāniyah), yaitu kehormatan yang diberikan 

oleh Allah SWT kepada manusia sebagaimana disebutkan Allah SWT, seperti 

dalam QS 85: 4, QS 49:13, dan lain-lain.  

b. Kemerdekaan dan kebebasan (al-hurriyāt). Kebebasan yang dimaksud adalah 

kebebasan yang bertanggungjawab terhadap kewajiban yang dibebankan 

kepadanya di muka bumi ini (QS 2: 256).  

c. Kerjasama kemanusiaan (ta‟āwun al-insāni). Allah SWT memerintahkan 

manusia untuk saling tolong menolong, saling mengasihi, membantu sesama, dan 

sebagainya sebagai buah dari dari dasar sifat kemanusiaan yang dimilikinya.  
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d. Keadilan, yang merupakan hak seluruh manusia, kawan maupun lawan (QS 

16:90). Ibn Qayyim al-Jauziyyah memperkuat hal ini dan menyatakan bahwa 

salah satu ciri khas hukum Islam itu adalah adil, memberi rahmat, mengandung 

maslahat bagi manusia. Olehi karenai itui setiapi aturani yang tidaki mengandungi 

unsuri tersebuti ataui bahkani menghasilkani sesuatu yangi mafsadahi dani sia-sia, 

makai hukumi itui bukani hukumi Islam. 

Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan 

untuk mewujudkan maslahat, yaitu al-dīn (agama), al-nafs (jiwa), al-nasb 

(keturunan), al-„aql (akal), dan al-māl (harta). Kelima hal di atas dibagi pula 

sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, yangi diwujudkani dalami bentuk al-

ḍaruriyyāh, sebagaii prioritasi utama, pemeliharaani dalami bentuki al-hajiyyāh, 

sebagaii prioritasi kedua, dani pemeliharaani dalami bentuki al-tahsiniyyāh, 

sebagaii prioritasi ketiga.
37

 

4. Tingkatan dalam Maqāṣid al-syarī‟ah 

a. Al-Ḍaruriyyāti 

Al-ḍaruriyyātadalahi segalai sesuatui yangi harusi adai demii terwujudnya 

kemaslahatan manusia, baik agama maupun dunia. Jikalau al-ḍaruriyyāt tidak 

terwujud dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di 

dunia dan akhirat. Dengan kata lain, al-ḍaruriyyāt adalah tujuan esensial dalam 

kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka. Tujuani hukumi Islam 

dalami bentuki al-ḍaruriyyāt inii mengharuskani pemeliharaani terhadapi lima 
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kebutuhani yang sangati esensiali bagii manusiai yangi dikenali dengani al-

ḍaruriyyāt al-khams, yakni ipemeliharaan iagama, ijiwa, iakal, iketurunan, idan 

harta. Dalamm konteks ini kata „memelihara‟ memiliki dua makna, yaitu:
38

 

Pertama, aspeki yangi menguatkani unsur-unsurnyai dani mengokohkan 

landasannyai yangi disebuti dengani murūah min jānib al-wujūd. Pemeliharaan 

agama semacam ini diwujudkan dalam bentuk kewajiban beriman, mengucapkan 

dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Sedangkan dalam 

pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari sandang, papan, pangan, 

dan sebagainya. Dalami bidangi pemeliharaani yangi laini sepertii aturan-aturan 

dalami bidangi pernikahan, dani bermuamalahi secarai umum.
39

 

Kedua, aspeki yang mengantisipasii agari kelimai kebutuhani pokok 

tersebuti tidaki terganggui dani tetapi terjagai dengani baik, yangi disebuti dengan 

murūah min jānib al-adam. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam 

bidangi jinayahi sepertii aturani tentangi seorangi pembunuh, ipeminum minuman 

keras, ipencuri, ipezina, dan sebagainyai yangi dikenakani sanksii berati atas 

perbuatani mereka.
40

  

Dari penjelasan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat 

dua aspek pemeliharaan yang dapat kita lakukan untuk mencapai kemaslahatan. 

Pada aspek pertama, pemeliharaan dilakukan dengan melaksanakan lima hal 

esensial yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian pada 
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aspek kedua, pemeliharaan lebih menekankan pada menghindari semua perbuatan 

yang dapat merusak lima hal esensial tersebut. Pemeliharaan dalam hal yang al-

ḍaruriyyātdapat diterangkan sebagai berikut:  

1) Memeliharai kemaslahatani agamai  

Agama adalah sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar 

derajatnya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama 

Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena 

itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik 

secara internal maupun eksternal. Secara internal, agamai mestii dipeliharai dari 

segalai sesuatui yangi ingini menghancurkani dani melenyapkannya. Sebab itulah 

umat Islami dihalalkani melakukani jihadi (bahkani diperintahkan) gunai membela 

agamai darii gangguan-gangguani luar, dan sebagaimana yang kita ketahui dalam 

jihad (perang) mempertaruhkan nyawa bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. 

Tetapi demi pemeliharaan agama, mempertaruhkan hidup dan menghabisi nyawa 

orang lain diperbolehkan. Hali inii menunjukkani bahwai agamai merupakan 

tingkati yangi palingi tinggii darii seluruhi kebutuhani pokoki yangi harusi adai pada 

manusia.
41

  

2) Memeliharai jiwai  

Untuk mewujudkan hal ini ajaran Islam melarang melakukan 

pembunuhan, penganiayaan, dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengancam 

eksistensi jiwa manusia. Jika larangan ini dilakukan, makai Islami memberikan 
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sanksii yangi tidaki ringan, sepertii qiṣāṣi dalami pembunuhani dan penganiayaan, 

sertai ancamani yangi seriusi bagii merekai yangi mencobai membunuhi dirinya. 

Semuai inii diaturi dalami rangkai memeliharai eksistensii jiwai manusiai selama 

hidupi dii duniai ini.
42

 

3) Memeliharai akali  

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan 

makhluk yang lainnya. Manusia menggunakan akalnya untuk hidup, berpikir, dan 

memecahkan permasalahannya. Ketika akal terganggu, maka terganggu pulalah 

perjalanani hidupnyai sebagaii manusia. Oleh karenai itui Allah SWT 

mengharamkani minumi khamri dani menghukumi pelakunyai dengan hukumani 

hād. Dii sampingi itui jugai adai larangani untuk terus menerus mengkhayal.
43

 

4) Memeliharai Keturunani  

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan. Dalam 

perkawinan iniah diatur hubungan yang sah halal dan sah antara laki-laki dan 

perempuan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan 

meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT 

mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akani tetapi 

ketikai lembagai perkawinani tidaki diindahkan, makai Allahi SWTi tidaki akan 

mengakuii garisi keturunani tersebut, termasuki masyarakat. Sebagai akibat, 
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keturunan yang dihasilkan tidak memiliki kehormatan dimata Allah maupun 

masyarakat. 

Karena itulah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan 

mengharamkan perbuatan zina. Pentingnyai garisi keturunani yangi jelasi inii tidak 

hanyai untuki kehidupani dii dunia, tetapii jugai untuki kehidupani akhirati nanti. 
44

 

5) Memeliharai hartai  

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas 

dunia dan juga merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang 

bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan harta, dan seseorang bisa 

menjalankan ibadahnya dengan baik dan sempurna dengan adanya harta. Oleh 

karenai itui Islami mengakuii haki miliki pribadi, karenai haki miliki itui akan 

membahagiakaniseseorangi ketika hidup di dunia.
45

 

Sebaliknya orang yang tidak memiliki harta biasanya tidak akan 

mendapatkan apa yang ia inginkan dengan mudah. Hidupnya akan terasa sulit dan 

bahkan selalu menggantungkan diri pada belas kasih orang lain. Kesempatannya 

untuk menunaikan ibadah yang sifatnya tergantung dengan ketersediaan harta 

juga sedikit, misalnya sedekah, zakat dan haji.
46

  

Itulahi sebabnyai hartai menjadii penopangi kehidupani yangi sangat 

pentingi dani diakuii olehi Allahi SWTi untuki dimilikii olehi manusia. Oleh karena 
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itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memperoleh harta secara 

halal.
47

  

b. Al-Hajiyyāh 

Al-hajiyyāh adalah suatu kebutuhan yang juga sepatutnya dipunyai oleh 

manusia. Eksistensinya akan mempermudah hidup dan terhindar dari kesulitan.  

Seseorang yang tidak mengedepankan kebutuhan Al-hajiyyāh ini pada 

dasarnya tidak akan menghancurkan hidupnya, hanya saja ia akan mengalami 

kesulitan, baiki dalami menjalankani aktivitasi keduniawiani maupuni aktivitas 

ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, kita diperbolehkan 

mengambili keringanani yangi diberikani olehi Allahi SWTi sepertii meng-qaṣr 

shalati bagii musafir, berbukai puasai bagii musafiri dani orangi sakit, melihat 

caloni istri/suamii yangi akani dinikahi, dan lainnya.
48

 

Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, diperbolehkan berburu binatang 

untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, 

maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit 

hidupnya. Kemudian dalam tingkatan hajiyyāh, memelihara akal dapat 

ditunjukkan dengan dengan anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu 

dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan 

seseorang sebab ia tidak mengerti tentang perkembangan ilmu pengetahuan.
49
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Memelihara keturunan dalam tingkatan hajiyyāhmisalnya ditetapkannya 

ketentuani menyebutkani mahari bagii suamii padai waktui akadi nikahi dan 

diberikani haki talaqi padanya.  Jika mahar tersebut tidak disebutkan dalam waktu 

akad, jika mahar itu tidak disebutkan jumlah mahar, maka suami akan kesulitan 

sebab ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus Talaq, suami akan 

kesulitan jika ia tidak menggunakan haknya, padahali rumahi tangganyai tidak 

harmonis. Sedangkan memelihara harta dalam tingkatan hajiyyāhseperti syariat  

jual beli dengan cara salam. Ketika tidak dilaksanakan, ketentuan ini tidak akan 

mengancamieksistensiiharta, melainkaniakanimempersulitiorangiyang memerlukani 

modal.
50

 

c. Al-Tahsiniyyāt  

Al-Tahsiniyyāti merupakani kebutuhani manusiai untuki menyempurnakan 

sesuatui yangi dilakukani dani membuatnyai lebihi indahi dani penuhi kewibawaan. 

Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak 

maupun menyulitkan tatanan kehidupannya. Namun keberadaannya akan 

menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi.
51

  

Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyyāt misalnya membersihkan 

badan, pakaian, dan agama. Kegiatani inii erati kaitannyai dengani akhlaqi yang 

terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin dilakukan, maka ketiadaannya tidak akan 

mengancami eksistensii agamai dani tidaki pulai mempersuliti orangi yang 
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melakukannya. Memelihara jiwa dalam tingkatan tahsiniyyāt, misalnya 

ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatani inii hanyai berhubungan 

dengani kesopanani dani etika.
52

  

Memelihara akal dalam tingkatan tahsiniyyāt, misalnya menghindarkan 

diri dan menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Meskipun 

tidak berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa, hal ini berkaitan erat dengan 

etika hidup dengan sesama manusia. Kemudian memelihara keturunan dalam 

tingkatan tahsiniyyāt, misalnya disyariatkan khitbah atau walīmah dalam 

perkawinan. Hali inii tidaki akani mengancami eksistensii keturunan, dani tidak 

pulai mempersuliti orangi yangi tidaki melakukani perkawinan. Sedangkan 

memeliharai hartai dalami tingkatani tahsiniyyāti misalnyai menghindarkani diri 

darii pengecohani ataui penipuan. Hal ini ada kaitannya denga etika berbisnis dan 

mu‟āmalah, serta berpengaruh dengan sahnya jual beli itu sendiri.
53

 

 

B. Teori Pemaafan dalam Pidana Islam 

Meminta maaf adalah suatu hal yang positif yang semestinya dilakukan 

oleh seseorang yang telah berbuat kesalahan. Kalau perbuatan itu terarah pada 

seseorang atau keluarga yang menjadi korban, permintaan maaf dapat dilakukan 

untuk menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Namun apabila kesalahan itu 
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tertuju kepada banyak orang, maka sewajarnya permintaan maaf dilakukan secara 

terbuka.  

Al-„Afwu secara etimologi mengandung arti hilang, terhapus, dan 

pemaafan. Sedangkan secara terminologi, ulama ahli ushul Abi Al-Husain Ahmad 

bin Faris bin Zakariyya al Razy mendefinisikan bahwa, adalahi setiapi pembuat 

dosai (pelakui kejahatan) yangi seharusnyai menjalanii hukumani menjadi 

terhapuskani sebabi telahi mendapatkani pengampunan.
54

 Konsep al-„afwu itu 

sendiri merupakani satui konsepi penyelesaiani perkarai berupai pemaafani dengan 

membebaskani pelakui darii tuntutani hukumani dengani konsekuensii korban 

memilikii pilihani untuki memintai diyati (kompensasi) ataui tanpa kompensasi. 

Disadur kembali dari makalah yang disampaikan oleh Syahrul Anwar, 

beliau memberikan suatu gambaran teori pemaafan dalam perkara pembunuhan. 

Sikap keluarga terbunuh berada dalam dua kondisi kebaikan, yaitu seandainya 

ingini membunuhnyai (qiṣāṣ)i dani seandainyai ingini mengambili diyāti dari pihaki 

pembunuh, makai duai sikapi inii merupakani sikapi yangi baik. Dan seandainyai 

keluarganyai berbesari hatii memaafkannya, makai gugurlahi segala hak yang 

berkaitan dengannya. Akani tetapii karenai pembunuhani sendirii adalah 

sebagiannyai merupakani haki Allah, makai diyāti harusi dilaksanakani sebagai 

bentuki penghapusani atasi haki Allahi tersebut. Maka seandainya kita melakukan 

pemaafan terhadap qiṣāṣ, maka keluarga pelaku kejahatan harus membayar diyat, 

baru setelah itu gugurlah qiṣāṣ baginya. Keluarga korban memiliki hak otonom 

                                                           
54

 Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya Al-Razy, Mujmal al-Lughat, (Beirut: Darl Fikr, 

1995), 472. 
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untuk memilih hukuman yang dikenakan kepada terpidana. Hal ini memiliki 

relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga, apakah keluarga korban 

sudi memberikan opsi memaafkan pelaku pembunuhan atau tidak.
55

 

 

C. Teori Restorative Justice 

1. Pengertian Restorative Justice 

Dalam jurnalnya yang berjudul Restorative Justice: An Overview, Tony E. 

Marshall menyatakan: 

 “Restorative Justice is a problem-solving approach to crime which 

involves the parties themselves, and the community generally, in an active 

relationship with statutory agencies. (Keadilan Restoratif adalah sebuah 

pendekatan pemecahan masalah kriminalitas yang melibatkan pihak-pihak terkait 

dan masyarakat secara umum dalam sebuah relasi di hadapan penegak hukum).”
56

 

 Marshall juga mengemukakan ada prinsip-prinsip yang mengutamakan 

praktik general pada setiap agen atau kelompok yang berhubungan dengan tindak 

kriminal terkait, diantaranya:
57
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 Syahrul Anwar, Teori Pemaafan dalam Pidana Islam: Anti Sadisme dalam Pidana Islam, 

makalah disampaikan oleh Dr. Syahrul Anwar sendiri dalam Diskusi Dosen Fakultas Syarī‟ah dan 

Hukum UIN SGD Bandung Bulan Juni 2010 dan diposting kembali dalam blog pribadinya. 

(diakses pada 28 November 2018). 
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a. Memberi ruang untuk bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi 

secara langsung (terutama pelaku dan korban, beserta keluarga mereka dan 

masyarakat) 

b. Melihat tindak kejahatan dalam konteks sosial 

c. Mengutamakan pada tindakan preventif (pemecahan masalah) 

d. Fleksibilitas dalam praktik 

Maka dari itu, definisi yang diterima dan biasa digunakan di dunia 

internasional adalah bahwa Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana 

pihak-pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan tertentu secara kolektif 

menyelesaikan bagaimana mengatasi dampak dari suatu tindak kejahatan dan 

implikasinya di masa depan.
58

 

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah:
59

 

1) Untuk memenuhi kebutuhan korban—material, finansial, emosional, 

dan sosial (termasuk kerabat atau orang terdekat korban yang juga 

terkena dampak serupa) 

2) Untuk mencegah pengulangan tindak kejahatan dengan membaurkan 

kembali pelaku kejahatan ke dalam masyarakat 

3) Untuk memungkinkan pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab 

yang aktif terhadap tindakannya 

                                                           
58

Ibid. Restorative Justice… 

59
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4) Untuk menciptakan kembali komunitas kerja yang mendukung 

rehabilitasi dari pelaku kejahatan dan yang aktif dalam pencegahan 

kriminalitas 

5) Untuk menyediakan upaya pencegahan peningkatan harga dan 

penundaan penyelesaian keadilan hukum. 

2. Negara dan Eksistensi Restorative Justice 

Restorative Justice menekankan pada keterlibatan langsung pihak-pihak 

yang bersangkutan dan menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat serta 

pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang harmonis, sehingga korban 

dani pelakui dapati merekonsiliasii konfliki merekai dani menyelesaikani kerugian 

merekai dani dalami waktui yangi bersamaani menimbulkani rasai amani dalam 

masyarakat.  

Melalui pendekatan Restorative Justice diharapkan pemulihan bagi korban 

dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan ketertiban 

masyarakat pun dapat tercapai. Restorative Justice adalah salah satu jalan keluar 

untuki mewujudkani keadilani sesuaii dengani tujuani hukum, yakni keadilani yang 

akani diperolehi semuai pihak, baiki pelaku, korbani maupuni masyarakat.  

Dalam konsep Restorative Justice, kejahatan adalah konflik antar orang 

perseorangan. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran, terutama melanggar hak 

perseorangani dani jugai rnelanggari haki masyarakati (kepentingani publik), 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 
 

kepentingani negara, dani jugai sesungguhnyai secarai tidaki langsungi melanggar 

kepentingani pelanggari itui sendiri.
60

 

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif 

justice merupakan dimensi baru dari sudut pandang aspek teoretis dan praktik. 

Dari sudut pandang  dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan 

pencapaian dunia peradilan. Saat ini, terjadi peningkatan volume perkara yang 

masuk ke pengadian, sebagai konsekuensinya hal tersebut menjadi beban bagi 

pengadilani dalami memeriksai dani memutusi perkarai sesuaii asas “peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan 

peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan apakah berbagai macam perkara pidana harus diajukan dan 

diselesaikan di meja hijau, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang 

memungkinkaniuntuki diselesaikani melaluii polai mediasii penal. Pada mekanisme 

mediasi penal, sepanjangi hali tersebuti sungguh-sungguhi dikehendakii bersama 

olehi parai pihaki (tersangkai dani korban), sertai untuki mencapaii kepentingan 

yangi lebihi luas, yaitui terpeliharanyai harmonisasii sosial, maka alternatif ini 

menjadi sesuatu yang layak untuk diberikan kesempatan
61
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61
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BAB III 

PENYELESAIANi PERKARAi KEKERASANi DALAMi RUMAH 

TANGGAi (KDRT) MELALUIi MEDIASIi PENALi DI INDONESIA 

 

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga 

1. Pengertiani Kekerasani dalami Rumahi Tanggai 

Mula-mula, pengertiani kekerasani dapati kitai jumpaii padai Pasali 89 

Kitabi Undang-Undangi Hukumi Pidanai (KUHP)i yangi berbunyi: “Membuat 

orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan mengunakan kekerasan.”
62

 

Dalam pasal tersebut tidak dijabarkan bagaimana cara kekerasan tersebut 

dilakukan dan bagaimana pula bentuk dari kekerasan itu. Sedangkan dalam pasal 

tersebut tidak dijelaskan lebih jauh maksud dari kata „tidak berdaya‟. Akan tetapi 

dalam pasal-pasal KUHP, kekerasan sering dikaitkan dengan ancaman. Dengan 

demikiani dapati disimpulkani bahwai kekerasani dapati berbentuki fisiki dan 

nonfisik. 

Dalam literatur, terdapat beberapa penggunaan pengertian kekerasan 

terhadap orang lain, yaitu violence, battery, dan assault. 

Violence (kekerasan) dapat diartikan sebagai berikut:
63

 

a. Unjust or unwarranted excercise of force eith the accompaniment of 

vehemence, outrage, or fury. 
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 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam perspektif  Yuridis-

Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 58. 
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b. Physical force unlawfully excercised, abuse of force; that force is 

employed against common right, againts law, and against public 

liberty. 

c. The exertion of any physical force so as to injure, damage, or abuse. 

Pengertian Battery adalah: 

Criminal battery defined as the unlawful application of force to the person 

or another, may be divided into its three basic element:
64

 

1) The defendant‟s conduct (act or mission) 

2) His “mental state” which maybe intend to kill or injure, or criminal 

negligance, or perhaps the doing of an unlawful act 

3) The harmful result to the victim, which may be aboodily injury or an 

offensive touching. 

Pengertian Assault adalah:
65

 

Any willful attemp or threat to inflict injury upon the person of another... 

Any intentional display of force such as would give the victim reason to 

fear or expect immediate bodyly harm. An assault ay be commited without 

actually touching, or striking, or doing bodily harm, to the person or another. 

Kata Battery ini sering dikombinasikan dengan assault and battery. 

Pengertian Assault and Battery adalah: 

Any unlawful touching of another which is without justification or 

excuse.
66
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Berdasarkan pengertian di atas, terminologi kekerasan terhadap 

perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut: Dapat berupa fisik maupun 

nonfisik; dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat); 

dikehendaki/diminati oleh pelaku; ada akibat/kemungkinan akibat yang 

merugikan pra korban (fisik/psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.
67

 

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap 

Perempuan dijelaskan bahwa: 

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan 

perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan 

penderitaan perempuan secraa fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman 

tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

wenang, baik yang terjadi di depan umum, atau dalam kehidupan pribadi.”
68

 

Adapun kekerasan terhadap anak adalah: 

“Suatu perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan 

dan penderitaan baik fiisk maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau 

dalam kehidupan pribadi.”
69

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan tidak hanya 

berupa tindakan fisik, melainkan juga nonfisik (psikis). Tindakani fisiki langsung 

bisai dirasakani akibatnyai olehi korban, sertai dapati dilihati olehi siapai saja. 

Sedangkani tindakani nonfisiki (psikis) hanyai bisai dirasakani langsungi oleh 
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korban, karenai perbuatani tersebuti telahi berdampaki padai hatii nuranii atau 

perasaani korban. 

Lain lagi dengan istilah rumah tangga. Istilah rumah tangga tidak 

tercantum dalam Deklarasi PBB. Namun kita ketahui bahwa rumah tangga adalah 

suatu bentuk organisaai terkecil dari masyarakat, yang terbentuk melalui ikatan 

perkawinan. Di Indonesia, seringkali dalam rumah tangga ada sanak saudara dan 

anggota keluarga yang ikut bertempat tinggal. Di samping itu, terkadang ada 

pembantu rumah tangga yang ikut bertempat tinggal di rumah yang sama. 

Pengertiani “rumah tangga” tidaki tercantumi dalami ketentuani khusus, 

tetapii yangi dapati kitai jumpaii adalahi pengertiani “keluarga” dalami Undang-

Undangi Nomori 8i Tahuni 1981i tentangi Kitabi Undang-Undangi Hukumi Acara 

Pidanai (KUHAP). Bunyii Pasali 1i angkai 30i sebagaii berikut: 

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat 

tertentu  atau hubungan perkawinan.”
70

 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

menyatakan bahwa,  “Perkawinani adalahi ikatani lahiri batini antarai seorangi pria 

dani wanitai sebagaii suamii istrii dengani tujuani membentuki keluarga (rumah 

tangga)i yangi bahagiai dani kekali berdasarkani Ketuhanan yang Maha Esa.” Pun 

dalam undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai istilah “rumah tangga”. 
71

 

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), “Kekerasan dalam Rumah 
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Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk  ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga.”
72

 

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, bahwa 

lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam konteks ini meliputi:
73

 

a. Suami, istri, dan anak; 

b. Orang-orangi yangi mempunyaii hubungani keluargai dengani orang 

sebagaimanai dimaksudi padai huruf ai karenai hubungani darah, 

perkawinan, persusuan, ipengasuhan, dan iperwalian, yangi menetap  

dalami rumahi tangga, dan/atau; 

c. Orangi yangi bekerjai membantui rumahi tanggai dani menetapi dalam 

rumahi tanggai tersebut. 

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2), orang yang bekerja 

sebagaimanai dimaksudi padai huruf c dipandangi sebagaii anggotai keluarga 

dalami jangkai waktui selamai beradai dalami rumahi tanggai yang bersangkutan.
74
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2. Ketentuan Pidana dan Hak-Hak Korban KDRT 

Salah satu ciri negara yang berasaskan hukum adalah equality before the 

law atau asas persamaan hukum. Karena itulah korban haruslah mendapatkan 

pelayanan dan perlindungan hukum. Sebab bukan hanya tersangka saja yang hak 

dan kewajibannya dilindungi, hak dan kewajiban korban dan saksi juga wajib 

ditegakkan. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur hak-

hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal 

28 D, 28 G, 28 I, dan Pasal 28 J ayat (1), Amandemen (II) UUD 1945, dapat 

dijadikan acuan/pedoman. Bunyi pasal-pasal tersebut yakni:
75

 

1) Pasal 28 D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum.” 

2) Pasal 28 G ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan 

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di 

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi.” 
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3) Pasal 28 I ayat (2), menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari 

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 

mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 

itu.” 

4) Pasal 28 J ayat (1), menyatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak 

asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, 

dan bernegara.” 

Penjabarani HAMi berkaitani dengani Perlindungani Korbani dani Saksi 

tertuangi dalami beberapai undang-undang. Dapat dikemukakan dalam Undang-

Undangi Nomori 13i Tahuni 2006i tentangi Perlindungani Saksii dani Korban, 

disebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban tersebut berdasarkan: 

Penghargaani atasi harkati dani martabati manusia; rasai aman; keadilan; tidak 

diskriminatif; dani kepastiani hukum.
 76

 

KUHAP pun lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa. Namun 

demikian terdapat asas KUHAP yang dapat dijadikan dasar perlindungan hak 

saksi dan korban, diantaranya: Perlakuani yangi samai dii depani hukum; asas 

cepat, sederhana, dani biayai ringan; peradilani yangi bebas; peradilani terbuka 

untuki umum; gantii kerugian; sertai keadilani dani Kepastian.
77
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a. Hak-Hak dan Kewajiban  

Hukum acara pidana telah mengatur sedemikian rupa hak-hak dan 

kewajiban dari para tersangka/terdakwa, maka sudah seharusnya pihak korban 

juga mendapatkan perlindungan dengan dipenuhinya hak-hak korban dan 

diimbangi pula dengan pelaksanaan kewajibannya. Secara yuridis hak-hak korban 

tertuang dalam perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 5 undang-undang tersebut menyebutkan hak-hak 

korban dan saksi, yakni:
78

 

1) Memperolehi perlindungani atasi keamanani pribadi, keluarga, dan 

hartai bendanya, sertai bebasi darii ancamani yangi berkenaani dengan 

kesaksiani yangi akan, sedang, ataui telahi diberikannya; 

2) Ikuti sertai dalami prosesi memilihi dani menentukani bentuk 

perlindungani dani dukungani keamanan; 

3) Memberikani keterangani tanpai tekanan; 

4) Memperolehi penerjemah; 

5) Bebasi darii pernyataani menjerat; 

6) Mendapatkani informasii mengenaii perkembangani kasus; 

7) Mendapatkani informasii mengenaii putusani pengadilan; 

8) Mengetahui ketika terpidana dibebaskan; 
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9) Memperoleh identitas baru; 

10) Memperoleh tempati kediamani baru; 

11) Mendapat penggantiani biayai transportasii sesuaii dengani kebutuhani 

12) Memperoleh nasihati hukumi 

13) Mendapatkan bantuani biayai hidupi sementarai sampaii batasi waktu 

perlindungani berakhir. 

Hak-hak sebagaimana yang telah disebutkan di atas dilaksanakan baik di 

luar pengadilan maupun di kala proses peradilan berlangsung, jika yang 

bersangkutan menjadi saksi. Apabila kita cermati ayat (2) dari Pasal 5 tersebut, 

ternyata hak-hak yang dimaksudkan untuk/dalam kasus-kasus tertentu sesuai 

dengan ketentuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi 

pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural diberikan oleh LPSK.
79

 

Kemudian yang dimaksud degan kasus-kasus tertentu, antara tidak lain 

“tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana 

terorisme, dan tindak pidana lainnya yang menghadapkan saksi/korban pada 

situasi yang mengancam jiwanya.” (vide penjelasan Pasal 5 ayat (2)).
80

 

Tentu saja dalam praktiknya hal ini harus diterapkan secara bijaksana, agar 

tidak menimbulkan suatu kesan yang diskriminatif, padahal asas yang dianut 

justru demikian, apalagi jumlah dan rincian hak-hak itu cukup banyak (13 hak). 
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Untuki itui diperlukani pemahamani dani implementasii yangi komprehensifi dan 

akuntabel. Sebenarnya ada hak perlindungan yang bersifat otomatis dan pasti 

dimiliki oleh semua orang sebagai warga negara, yakni pemenuhan hak dan 

perlindungan yang diberikan oleh negara. Standar perlindungan bersifat equal 

untuk semua warga negara. Haki inii merupakani haki asasii manusiai (HAM) 

bangsaiIndonesiaiyangi dijamini konstitusi, undang-undangi HAM, dan perundang-

undangani lainnya.
81

 

Selain hak-hak yang tercantum dalam Pasal 5, terdapat beberapa hak untuk 

mendapatkani bantuani medisi dani bantuani rehabilitasii psiko-sosiali bagii korban 

pelanggarani Haki Asasii Manusiai yangi berati (Pasal 6). Yang dimaksud dalam 

pasal ini mengenai rehabilitasi psiko sosial adalah bahwa bantuan rehabilitasi 

psiko-sosial adalahi bantuani yangi diberikani olehi psikologi kepadai korban yang 

menderitai traumai ataui masalahi kejiwaani lainnya, demii memulihkan kembali 

kondisii kejiwaani korban.
82

 

Di samping itu, korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan 

berupa (Pasal 2 ayat (1)): (a) Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat; (b) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi 

tanggung jawab pelaku tindak pidana.
 83

 

Disebutkan dalam ayat (3), ketentuani lebihi lanjuti mengenaii pemberian 

kompensasii dani restitusii diaturi dengani peraturani pemerintah. Untuk 
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pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang 

telah diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. 

Sekilas mengenai sepak terjang LPSK di Indonesia, yang mana undang-

undangi yangi mengaturi mengenaii perlindungani saksii dani korbani secara 

khususi barui dibentuki padai tahuni 2006i dani padai pertengahani tahuni 2008 

barui dibentuki lembagai dani personilnya. Pada awalnya, LPSK masih 

berkonsentrasi pada muatan kapasitas kelembagaan yang dirasa sangat diperlukan 

untuk mewujudkan kemampuan memberikan perlindungan kepada saksi dan 

korban. Karena itu, berbagai upaya telah ditempuh untuk mencapai tujuan ini.
84

 

Sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan, juga telah menerima, 

memproses, serta memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan pun 

disesuaikan dengan hak-hak perlindungan yang telah diatur oleh Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 

Dalam Pasal 10 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, diatur 

pula mengenai hak-hak korban, yakni:
85

 

1) Perlindungani darii pihaki keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembagai sosial, dan/ataui pihaki lainnyai baiki sementara 

maupuniberdasarkanipenetapaniperintahi perlindungani dari pengadilan; 

2) Pelayanani kesehatani sesuaii dengani kebutuhani medis; 
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3) Penanganani secarai khususi berkaitani dengani kerahasiaani korban; 

4) Pendampingani olehi pekerjai sosiali dani bantuani hukumi padai setiap 

tingkati prosesi pemeriksaani sesuaii dengani ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dan; 

5) Pelayanani bimbingani rohani. 

Kepada masyarakat, undang-undang tersebut juga menegaskan peran 

masyarakat, yakni:
86

 

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan 

batas kemampuannya untuk: 

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; 

2. Memberikan perlindungan kepada korban; 

3. Memberikan pertolongan darurat; 

4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.” 

Hal penting yang terkait perlindungan korban dalam undang-undang ini 

diantaranya adalah adanya perlindungan sementara, perlindungan, pelayanan 

kesehatan, pekerja sosial, pelayanan bimbingan rohani, dan sebagainya. 
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a) Perlindungan Sementara 

Perlindungani langsungi yangi diberikani olehi kepolisiani dan/atau 

lembagai sosial, ataui pihaki lain, sebelumi dikeluarkannyai penetapan 

perintahi perlindungani darii pengadilan. Perlindungan ini wajib 

diberikan pihak kepolisian kepada korban:
87

 

1) Perlindungani1x24 jamiterhitungisejaki mengetahuii atau menerima 

laporani terjadinyai kekerasani dalami rumahi tangga; 

2) Perlindungani sementarai palingi lamai 7i (tujuh)i hari. 

b) Perlindungan 

Dalam waktu 1x24 jam sejak pemberian perlindungan sementara, 

kepolisian wajib menerima surat penetapan perintah perlindungan dari 

pengadilan, sehingga korban KDRT menerima perlindungan.
88

 

c) Pelayanan Kesehatan 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 

mengaturi ketikai korbani memperolehi perlindungani dalami hal 

pelayanani kesehatan, makai tenagai kesehatani diharuskani untuk:
89

 

1) Memeriksai kesehatani korban, sesuaii dengani standari profesinya; 
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2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan 

visum et repertum atas permintaani penyidiki kepolisiani ataui surat 

keterangani medisi yang memiliki kekuatan hukum yang sama 

sebagai alat bukti. 

d) Pelayanan Pekerja Sosial 

Pada Pasal 22 UU PKDRT, pelayanan pekerja sosial diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut:
90

 

1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa 

aman bagi korban; 

2) Memberikan informasii mengenaii hak-haki korbani untuk 

mendapatkan perlindungani darii kepolisiani dan penetapan 

perlindungani darii pengadilan; 

3) Mengantarkan korban ke rumah yang amani ataui tempati tinggal 

alternatif; 

4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan 

kepadai korbani dengani pihaki kepolisian, dinasi sosial, dan 

lembaga sosial lain yang dibutuhkan. 
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e) Pelayanan Bimbingan Rohani 

Melalui Pasal 24, pembimbingan rohani diharuskan untuk memberikan 

penjelasani mengenaii hak, kewajiban, dan memberikan penguatan 

imani dani takwai kepadai korban.
91

 

Dalam pelaksanaan Undang-Undang PKDRT sendiri, seringkali menemui 

hambatan-hambatan, baik dari masyarakat, penegak hukum, dan bahkan dari 

pihak korban. Hambatan yang biasanya ditemukan dari pihak korban, 

diantaranya:
92

 

1) Korbani malui dani bahkani tidaki maui melapor, karena berkaitan 

dengan keluarga 

2) Korban kurangi memahamii jikai perbuatani pelakui merupakan tindak 

pidanai atau pelanggaran hukum 

3) Korban merasa malu untuk berhubungan atau melapor ke kepolisian 

4) Tenggat waktu antara kekerasan dan melapor ke kepolisian lama, 

sehingga tidak bisa/ sulit untuk melakukan visum et repertum. 

5) Korban takut pelaku melakukan balas dendam 

6) Korban merasai takuti apabilai keadaani rumahi tangganyai semakin 

menderita dengan diadili dan dipidananya pelaku. 
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B. Mediasi Penal 

1. Pengertian Mediasi Penal 

Mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare yang berarti “berada di 

tengah”. Konteks ini mengarah pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam 

menjalankani tugasnyai menengahii dan menyelesaikani sengketai antarai para 

pihak. Hal ini juga bermakna mediatori harusi beradai padai posisii netrali dan 

tidaki memihaki dalam menyelesaikan sengketa.
93

  

Ridwan Mansyur mengutip dari Muzlih MZ, mediasi merupakan suatu 

proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk memuaskan mereka dan 

mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral 

(mediator). Dasari hukumi darii pelaksanaani mediasii dapati ditemukani dalam UU 

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Mediasiimenjadii salahi satui alternatifi penyelesaiani sengketai dii luar pengadilan, 

yangi biasai dikenali dengani istilahi ADRi ataui alternative dispute resolutions.
94

  

Di dunia internasional, mediasii penali (penal mediation) sering juga 

dikenal dengan berbagai istilah, antara lain: “mediation in criminal cases” atau 

”mediation in penal matters” yangi dalami istilahi Belandai disebut 

“strafbemiddeling”, dalami istilahi Jermani disebut ”Der Außergerichtliche 

Tatausgleich” dani dalami istilahi Perancisi disebut ”de mediation penale”. 

Kemudian karena mediasi penal pada dasarnya mempertemukan antara pelaku 
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tindaki pidanai dengani korban, makai mediasii penali inii seringi jugai dikenal 

dengan istilah ”Victim Offender Mediation”, atau “Offender Victim 

Arrangement”.
95

 

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Ms. 

Toulemonde (Menteri Kehakiman Prancis) berpendapat bahwa mediasi penal 

(penal mediation) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan 

kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”. 

Jika dikaji dari aspek teoritis dan praktik, mediasi penal menunjukkan korelasi 

dengan pencapaian dunia peradilan sejauh ini. Pesatnya pertumbuhan masyarakat 

berdampak pula pada meningkatnya volumei perkarai yangi masuki dani ditangani 

oleh pengadilan. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan asas penyelesaian 

peradilani sederhana, cepat, dani biayai ringan. Sebab itulah mediasi penal hadir 

sebagai solusi yang tetap menjunjung asas penyelesaian peradilan sderhanai tanpa 

harus melupakan tujuan hukum yang sebenarnya, yakni kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan.
96

 

2. Tolak Ukur dan Prinsip Kerja Mediasi Penal 

Dalam hal ini, Mudzakkir mengemukakan tolaki ukuri dani ruangi lingkup 

terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan pidana melalui 

“mediasi penal” diantaranya: 
97
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a. Pelanggarani hukumi pidanai tersebuti termasuki kategorii delik aduan, 

baik bersifat absolut maupun relatif ; 

b. Pelanggarani hukumi pidanai tersebuti memilikii pidanai denda sebagai 

ancamani pidanai dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 

80 KUHP); 

c. Pelanggaranihukumipidanaitersebuti termasuki kategori “pelanggaran”, 

bukani “kejahatan”, yangi hanyai diancami dengan pidana denda; 

d. Pelanggarani hukumi pidanai tersebuti termasuki tindaki pidana di 

bidangi hukumi administrasii yang menempatkan sanksi pidana 

sebagai ultimum remedium; 

e. Pelanggarani hukumi pidanai tersebuti termasuki kategorii ringan/serba 

ringan dani aparati penegaki hukumi menggunakan wewenangnya 

untuk melakukan diskresi;  

f. Pelanggarani hukumi pidanai biasai yangi dihentikani atau tidak 

diproses ke pengadilani (deponir) olehi Jaksai Agungi sesuai dengan 

wewenang hukum yang dimilikinya;  

g. Pelanggarani hukumi pidanai tersebuti termasuki kategori pelanggaran 

hukumi pidanai adati yang diselesaikan melalui lembaga adat. 

Barda Nawawi Arief menguraikan secara teoritis prinsip-prinsip kerja 

mediasi penal, yaitu: (1) Tujuan diadakannya mediasii antarai korbani dani pelaku 

adalahi untuki menyelesaikani konfliki yangi terjadii dii antarai keduanya. Jika ini 
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dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut dapat menimbulkan pembalasan sendiri; (2) 

Mediasi penal berorientasi kepada proses. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah 

adanya kemauan para pihak untuk menyelesaiakn konflik yang mereka hadapi; (3) 

Mediasii biasanyai dilaksanakani secarai informal, tidak seperti dalam proses 

peradilan. Pidana yang bersifat formal, kaku, dan sentralistik; (4) Mediasi penal 

menghendaki adanya partisispasii aktifi dani otonomi dari korban dan pelaku 

kejahatan. Tanpa hal itu, akan sulit untuk menyelesaikn konflik yang mereka 

hadapi.
98

 

Dalam Hukum Positif Indonesia, pada prinsipnya perkara pidana tidak 

dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, tetapi dalam situasi tententu 

pelaksanaanya pun dimungkinkan. Dalam praktiknya dalam penegakan hukum 

pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara 

pidana sering diselesaikani dii luari prosesi pengadilani melaluii diskresii aparati 

penegak hukum, mekanismei perdamaian, lembagai adati dani sebagainya. Sebagai 

konsekuensi makin diterapkani eksistensii mediasii penali sebagaii salahi satui 

alternatifi penyelesaian perkarai dii bidangi hukumi pidana,i melaluii restitusii 

dalami prosesi pidanai menunjukkani bahwai perbedaani antarai hukum pidana dan 

perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak kentara.
99
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3. Kelebihani Penerapani Mediasii Penali dalami Sistemi Peradilani dii Indonesiai 

Secara umum, penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai 

beberapa keuntungan, yaitu:
100

  

a. Untuki mengurangii kemacetani dan penumpukani perkara (court 

congestion) di lembaga peradilan;  

b. Meningkatkan keterlibatani masyarakati (desentralisasi hukum) atau 

memberdayakani pihak-pihaki yangi bersengketai dalam proses 

penyelesaian sengketa;  

c. Memperlancari jaluri keadilani (acces to justice) di masyarakat;  

d. Untuk memberikani kesempatani bagii tercapainyai penyelesaian 

sengketa yang menghasilkan keputusani yangi dapati diterimai oleh 

semua pihak;  

e. Penyelesaian perkarai lebihi cepati dani biayai murah;  

f. Bersifat tertutup/rahasia (discreet);  

g. Kemungkinani untuki melaksanakani kesepakatani sangati tinggi, 

sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih 

dimungkinkan terjalin dengan baik; 

h. Mengurangi merebaknya “permainani kotor” dalami lembaga 

peradilan. 

                                                           
100
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Keuntungan utama dari penggunaan mediasi penal dalam menyelesaikan 

kasus-kasus pidana, termasuk perkara KDRT adalah bahwa pilihan penyelesaian 

padai umumnyai diserahkani kepadai pihaki pelakui dani korban. Keuntungan lain 

yangi jugai amati menonjoli adalahi biayai yangi murah. Sebagai suatu bentuk 

pengganti sanksi pidana, pihaki pelakui dapati menawarkani kompensasii yang 

dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan 

menjadii buahi darii kesepakatani bersamai antari parai pihaki sendiri, yaitu pihak 

korban dan pelaku, bukani berdasarkani kalkulasii jaksai dani putusani hakim.  Hal 

ini menguntungkan bagi kedua pihak sebab upaya penyelesaian perkara pidana di 

luar proses pengadilan merupakan hasil kesepakatan dari para pihak yang terlibat 

dengan perantara pihak ketiga yang bertugas memposisikan pelaku tindak pidana 

dan korban dalam level yang sama.
101

 

4. Proses Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal 

Sama halnya dengan proses penyelesaian konflik yang lain mediasi juga 

mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Secara umum tahapan mediasi 

penal bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan 

dan tahap pengambilan keputusan.
102
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a. Tahap Persiapani 

Dalam proses mediasi, seorang mediator perlu mendalami lebih dulu apa 

yangi menjadii pokoki sengketai parai pihaki yangi akani didiskusikani dalam 

mediasi tersebut. Pada tahap ini juga mediator biasanya berkonsultasi dengan para 

pihaki tentangi tempati dani waktui mediasi, identitasi pihaki yangi akani hadir, 

durasi waktu mediasi dan lain lain. 

b. Tahap iPelaksanaan 

Yang pertama kali dilakukan dalam tahap ini adalah pembentukan forum, 

yaitu sebelum dimulainya mediasi, antarai mediatori dan parai pihaki menciptakan 

ataui membentuki forum. Setelahi forumi terbentuki dimulailah mediasi dan 

mediatori mengeluarkani pernyataani pendahuluan. 

c. Tahapi Pengambilani Keputusan 

Pada tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator 

untuki mengevaluasii pilihan, mendapatkani tradei offi dan menawarkan solusi, 

memperkecili perdebatan-perdebatani dan mencarii basisi yangi adili bagi alokasi 

bersama. Sehinggai akhirnyai parai pihaki yangi sepakati berhasili membuat 

keputusan bersama.  

Dalam pelaksaaan tahap-tahap mediasi yang telah diuraikan di atas, 

terdapat berbagai model praktik dari Mediasi Penal. Dalam “Explanatory 

Memorandum” dan Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 Tentang 

“Mediation in Penal Matters” terdapat ebberapa model mediasi penal, 
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diantaranya sebagai berikut: Informali Mediation; Traditionali Villagei or Tribal 

Moots; Victim-Offendersi Mediation; Reparationi Negotiationi Programmes; 

Communityi Panelsi or Courts;dan Familyi and Communityi Group Confrences.
103

 

Mediasi informal (Informal Mediation) dicetuskan oleh personili Jaksa 

Penuntuti Umum. Dalami hali inii pihak-pihaki diundangi melakukani penyelesaian 

informali dengani tujuani tidaki melanjutkani penuntutan.
104

  

Sementara pada model Traditional Village or Tribal Moots, sengketa 

diolahi melaluii pertemuani seluruhi wargai masyarakat. Dengan demikian 

pertemuan ini dimaksudkani untuki keuntungani masyarakat. Sedangkan model 

Informal Mediation bertujuani menghalangii sengketai untuki kepentingani pelaku 

dan korban.
105

  

Pelaksanaan “Victim-Offenders Mediation”, melibatkan korban, pelaku 

dan mediator. Model “Victim-Offenders Mediation”, menampilkan mediator dari 

kalangan pejabati formali atau independeni atau gabungani di antara keduanya. 

Pelaksanaan modeli inii dapati diadakani di setiap tahap prosesi kebijakani polisi, 

jaksai dani pemidanaan.
106

  

Victim-Offenders Mediation bergerak dalam berbagai bentuk; Pertama, 

mengenai kesepakatani pihak-pihak, apakahi tuntutani akani dilanjutkan atau 

berakhiri padai perdamaian. Model ini diterapkan di berbagai negara seperti 
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Belgia dan Austria; Kedua, adalah bentuk alternatifi dalam prosesi litigasii hukum 

pidanai ataui diversi. Penerapan diversii dilakukani di Belandai dalami bentuk 

dading yaknii negosiasii pembayarani ganti rugi; Ketiga, kesepakatan dalam 

koridor hukumi pidanai konvensionali setelah terjadi penghukuman. Di sini tujuan 

persepakatani adalah untuk perdamaian atau pemaafan.
107

 

Reparation Negotiation Programmes diterapkan untuk menilai 

kompensasii ataui perbaikani yangi harusi dibayari olehi pembuati deliki kepada 

korban. Pelaksanaan Reparation Negotiation Programs jatuh pada saat 

pemeriksaan di persidangan. Penerapannyai tidaki sampaii padai rekonsiliasi, 

tetapii hanyai untuki perbaikani materiil. Pembuat delik dikenakan program kerja 

utuk ganti rugi atau kompensasi.
108

  

Community Panels or Courts dilaksanakan dengan mengalihkan kasus 

pidana darii penuntutani ke proseduri masyarakati yangi lebihi fleksibeli dan 

informal, dengan melibatkan mediator atau negosiator.
109

  

Adapun Family and Community Group Confrences, dilaksanakan dengan 

melibatkani partipasii masyarakati dalami sistemi peradilani pidana. Pelaksanaan 

Family and Community Group Confrences, melibatkani bukan hanyai korban, 

tetapi juga pelakui dan wargai masyarakati lainnya.
110
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Setelah mengamati dan memahami berbagai model praktik mediasi penal, 

yang paling kompatibel dengan penyelesaian kasus KDRT adalah Victim-

Offenders Mediation dan Family and Community Group Confrences. Dua model 

ini memungkinkan pertemuan antara pelaku dan korban dalam tingkat yang setara 

dengan perantara mediator. Selain itu, kedua model mediasi ini memungkinkan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Selain mencari solusi dan 

penyelesaian terbaik diantara para pihak, diskusi juga bisa berbuah tindakan 

preventif yang bisa diambil measyarakat dan sanksi sosial macam apakah yang 

dapat dilimpahkan kepada pelaku. 
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BAB IV 

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN 

PERKARA KDRT MELALUI MEDIASI PENAL DI INDONESIA 

 

A. Tinjauan Proses Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(KDRT) Melalui Mediasi Penal di Indonesia 

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, enurut ketentuan 

Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga Pasal 1 ayat (1), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk  ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
111

 

Jika diuraikan lebih lanjut, maka ada beberapa jenis kekerasan yang dapat 

kita cermati dari undang-undang ini, diantaranya:
112

 

1. Kekerasan fisik, yaitui perbuatani yang mengakibatkani rasai sakit, 

jatuhi sakit, ataui lukai berat. (Pasal 6); 
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2. Kekerasan psikis, yaitui perbuatani yang mengakibatkani ketakutan , 

hilangnyai rasai percaya diri, hilangnyai kemampuani untuk bertindak, 

rasaitidakiberdaya, dan atau penderitaani psikisi berati pada seseorang. 

(Pasal 7); 

3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaani hubungani seksuali yang 

dilakukan tehadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga 

tersebut. Selaini itui jugai berartii pemaksaani hubungani seksual 

terhadapi salahi seorangi dalami lingkupi rumahi tangganyai dengan 

orangi laini untuki tujuani komersiali atau tujuani tertentui (Pasal 8); 

4. Penelantaran rumah tangga, juga dimasukkan dalam pengertian 

kekerasan, karenai setiapi orangi dilarangi menelantarkani orang dalam 

lingkupi rumahi tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya 

ataui karenai persetujuani ataui perjanjiani iai wajibi memberikan 

penghidupan, perawatani ataui pemeliharaani kepadai orangi tersebut. 

Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang 

mengakibatkani ketergantungani ekonomii dengani carai membatasi 

atau melarangi untuki bekerjai yangi layaki dii dalami ataui di luar 

rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9); 

Seperti halnya dalam sebuah perbuatan pidana (delik), selalu terdapat dua 

pihak, yakni pelaku dan korban. Penderitaan yang dialami oleh korban 

nampaknya selalu luput dari mata petugas maupun masyarakat. Karena seringkali 

korban menjadi korban ganda, yaitu mulai saat ia menceritakan kembali kasus 
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yang dialaminya, sampai di muka persidangan. Bagaimanapun juga dengan 

keharusan korban untuk menceritakan kembali secara berulang-ulang kasus 

kejahatan yang menimpanya, membuat korban merasa tertekan. Seperti 

pengalaman seorang responden yang mengaku bahwa menceritakan kembali 

secara berulang-ulang kasus kejahatan yang menimpanya membuatnya sulit untuk 

melupakan perstiwa yang ia alami. Belum lagi ketika sidang di muka pengadilan, 

korban merasakan perasaan marah, malu, dan tertekan ketika berhadapan 

langsung  dengan pelaku. Karena itu, dalam hal ini perlu ada pendamping yang 

menemani korban dari tahap awal pelaporan kasus hingga ke tahap 

persidangan.
113

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap tindak pidana, korban 

mengalami kerugian, baik materiil maupun non materiil. Kerugian materiil berupa 

kehilangani barang-barangi yangi menjadii miliki korban. Kerugian semacam ini 

lebih kepada nilai ekonomis. Sedangkan kerugian non materiil lebih bersifat 

psikis/mental, dani berkaitani dengani kondisii kejiwaani korban. Kalau korban 

tidak bisa melupakan peristiwa yang menimpanya, hal itu bisa menyebabkan 

gangguan kejiwaan.
114

 

Selain mengalami kerugian materiil dan non materiil, korban juga 

mengalami penderitaan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. 

Penderitaan jangka pendek dapat langsung hilang dalam jangka waktu yang 

singkat. Korbani segerai bisai melupakani peristiwai yangi dialaminya. Hal ini 
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berbeda sengan penderitaan jangka panjang, penderitaan korban berlangsung 

berkepanjangan dan bisa berdampak pula pada aktivitas korban, serta kesehatan 

fisik dan psikisnya.
115

 

Dalam perkembangan hukum pidana modern, terutama dalam kasus 

kekerasan dalam rumah tangga, memiliki pilihan untuk menyelesaikan kasus 

secara non-penal atau melalui pengadilan yang semestinya ataukah dengan cara 

penal melalui mediasi. 

Jika korban memilih untuk membuat aduan, maka proses penyelesaian 

perkara pidana akan berlangsung sebagaimana mestinya, hingga sampai ke tahap 

pengadilan. Terdapat beberapa ketentuan hukum pidana kekerasan dalam rumah 

tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diantaranya: 

Pasal 44: 

“(1)  Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga sebagaiana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
116

 

(2) Dalam hal perbuatan seperti yang disebutkan dalam ayat (1) 

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 

paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
117

 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 

(empat puluh lima juta rupiah).
118
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(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk mengerjakan pekerjaan 

jabatan, atau mata pencaharian, atau kegiatan sehai-hari dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling 

banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”
119

 

Kemudian pasal ini perlu dikaitkan dengan Pasal 51 dari undang-undang 

yang sama, yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”
120

 

Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi: 

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasaan psikis pada lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 

banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
121

 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menumbulkan 

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 

pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 

(tiga juta rupiah).”
122

  

 

Pasal 44 berkaitan dengan Pasal 52 dari undang-undang yang sama, yang 

berbunyi: “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

ayat (2) merupakan delik aduan.”
123
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Adapun Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi: 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 

dimaksud pasa Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 

(dua belas tahun) atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enak juta 

rupiah).
124

 

Pasal 46 tersebut berkaitan dengan Pasal 53 dari undang-undang yang 

sama, yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau 

sebaliknya merupakan delik aduan.”
125

 

Segala yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut kiranya 

merupakani pedomani bagii parai penegak hukumi dalami menjalankani tugasnya, 

dan bagii korbani sendirii sebagaii sebuahi jaminani akani ditegakkannyai keadilan 

di bidang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Namun jika kita amati, justru tindak kekerasan pada istri (yang dilakukan 

oleh suami), dijatuhii pidanai yang lebihi ringani daripadai kalaui tindakan tersebut 

dilakukani kepadai merekai (selain istri) yangi adai dalami lingkupi rumah tangga. 

Tidak dijelaskan apa dasar pertimbangan adanya pidana yang lebih ringan 

tersebut.
126
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Selanjutnya mengenai pembuktian, pembuktian mengenai perkara-perkara 

yang menyangkut kejahatan (tindak pidana) dalam rumah tangga seringkali sangat 

sulit, kecuali kalau kejahatan tersebut telah diketahui oleh banyak orang,  selain 

anggota rumah tangga tersebut. Hal ini sering terjadi karena kejahatan-kejahatan 

tersebut sering ditutupi oleh korban, maupun anggota keluarga yang lain. Selain 

itu, pelaporan kasus yang cenderung terlambat oleh korban maupun anggota 

keluarganya membuat visum et repertum sulit dilakukan. Kebiasaan semacam ini 

bisa saja menghilangkan bukti vital kasus kekerasan yang telah terhjadi pada 

korban. Karena itulah pada beberapa kasus tindak pidana (kejahatan) dalam rumah 

tangga, apabila tidak berakibat fatal pada korban, pada umumnya diselesaikan 

secara kekeluargaan, misalnya dengan mediasi pidana (mediasi penal). 

Ridwan Mansyur mengutip dari Muzlih MZ, mediasi merupakan suatu 

proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk memuaskan mereka dan 

mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral 

(mediator). Dasari hukumi darii pelaksanaani mediasii dapati ditemukani dalam 

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Mediasiimenjadii salahi satui alternatifi penyelesaiani sengketai dii luar 

pengadilan, yangi biasai dikenali dengani istilahi ADRi ataui alternative dispute 

resolutions.
127

  

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Ms. 

Toulemonde (Menteri Kehakiman Prancis) berpendapat bahwa mediasi penal 
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(penal mediation) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan 

kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”. 

Dalam penyelesaian perkara pidana secara penal, biasanya selalu ada 

penjatuhan pidana oleh hakim. Hal ini secara filosofis terkadang dianggap tidak 

memuaskan bagi beberapa pihak. Karena itulah alternatif penyelesaian ini muncul 

sebagai jawaban dari ketidakpuasan itu. 

Keuntungan utama dari penggunaan mediasi penal dalam menyelesaikan 

kasus-kasus pidana, termasuk perkara KDRT adalah bahwa pilihan penyelesaian 

padai umumnyai diserahkani kepadai pihaki pelakui dani korban. Keuntungan lain 

yangi jugai amati menonjoli adalahi biayai yangi murah. Sebagai suatu bentuk 

pengganti sanksi pidana, pihaki pelakui dapati menawarkani kompensasii yang 

dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan 

menjadii buahi darii kesepakatani bersamai antari parai pihaki sendiri, yaitu pihak 

korban dan pelaku, bukani berdasarkani kalkulasii jaksai dani putusani hakim.  Hal 

ini menguntungkan bagi kedua pihak sebab upaya penyelesaian perkara pidana di 

luar proses pengadilan merupakan hasil kesepakatan dari para pihak yang terlibat 

dengan perantara pihak ketiga yang bertugas memposisikan pelaku tindak pidana 

dan korban dalam level yang sama.
128

 

Dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada beberapa model 

mediasi penal, diantaranya: Informali Mediation; Traditionali Villagei or Tribal 
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Moots; Victim-Offendersi Mediation; Reparationi Negotiationi Programmes; 

Communityi Panelsi or Courts;dan Familyi and Communityi Group Confrences. 

Setelah mengamati dan memahami berbagai model praktik mediasi penal, 

yang paling kompatibel dengan penyelesaian kasus KDRT adalah Victim-

Offenders Mediation dan Family and Community Group Confrences. Dua model 

ini memungkinkan pertemuan antara pelaku dan korban dalam tingkat yang setara 

dengan perantara mediator. Selain itu, kedua model mediasi ini memungkinkan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Selain mencari solusi dan 

penyelesaian terbaik diantara para pihak, diskusi juga bisa berbuah tindakan 

preventif yang bisa diambil masyarakat dan sanksi sosial macam apakah yang 

dapat dilimpahkan kepada pelaku. 

 

B. Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Mediasi Penal di Indonesia 

1. Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī‟ah Terhadap Proses Penyelesaian Perkara KDRT 

Melaluii Mediasii Penali dii Indonesia 

Secara etimologi, maqāṣid al-syarī‟ah berartii maksudi ataui tujuan 

disyariatkannyai hukumi Islam.  Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya 

adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari 

mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan Allah SWT mensyariatkan 

hukumnyai adalahi untuk memelihara kemaslahatani manusia, sekaligusi untuki 

menghindarii mafsadat, baiki dii dunia maupuni dii akhirat. Tujuan tersebut dapat 
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dicapai melalui taklif, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pemahamani 

sumberi hukumi yangi utama, yakni Al-Quran dan Hadits. Menurut para ahli ushul 

fiqh, terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam 

rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kelimai unsuri pokoki 

tersebuti adalahi agama, ijiwa, iakal, keturunan, dan iharta. Seorang mukallaf akan 

mencapai kemaslahatan, jikala ia dapat mewujudkan dan memelihara kelimai 

aspeki pokoki tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya kemafsadatan bila ia 

tidak dapat memenuhi kelimaiaspek tersebut.
129

 Diantara kelima aspek tersebut, 

salah satu aspek yang tak kalah pentingnya bagi kelangsungan hidup umat 

manusia adalah keturunan, yang mana dalam memperolehnya melalui jalinan 

pernikahan. 

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan. Dalam 

perkawinan iniah diatur hubungan yang sah halal dan sah antara laki-laki dan 

perempuan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan 

meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT 

mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akani tetapi 

ketikai lembagai perkawinani tidaki diindahkan, makai Allahi SWTi tidaki akan 

mengakuii garisi keturunani tersebut, termasuki masyarakat. Sebagai akibat, 

keturunan yang dihasilkan tidak memiliki kehormatan dimata Allah maupun 

masyarakat. 
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Karena itulah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan 

mengharamkan perbuatan zina. Pentingnyai garisi keturunani yangi jelasi inii tidak 

hanyai untuki kehidupani dii dunia, tetapii jugai untuki kehidupani akhirati nanti.
130

 

Nikahimerupakanisyariatiyangipalingitua, karena adanya pernikahan antara 

laki-lakiidengan perempuani sudahi adai semenjaki Allahi SWT menciptakan 

manusia pertama, yaitu Nabi Adam AS dan istrinya Hawwa. Olehi karenai itu, 

hikmahi dani filsafati nikahi sangati banyaki dan tidak terhitung, sebanyak filsafat 

dan adat serta keyakinan masing-masing budaya di dunia. Dan Islam, dalam 

memandangi pernikahani sebagaii ajarani agamai yang sakrali dan sucii yang 

memilikii banyaki hikmahi dan penuh muatan filsafat, yang diantara hikmah dan 

filsafat nikah adalah sebagai berikut:
131

 

1. Allah menciptakan bumi dan seisinya ini untuk diolah dan dimanfaatkan 

oleh umat manusia, sebagaimana difirmankan-Nya dalam Q.S Al-

Baqarah:29; 

ي   َىَ ت ُنَّ اسْ ا ث ُعً وِ ضِ جَ زَْ ا فٍِ الْْ نْ هَ كُ كَ لَ َ ل ٌ خَ رِ ىَ الَّ  هُ

وَ  عَ سَ بْ يَّ سَ اهُ ىَّ اءِ فَسَ وَ لًَ السَّ اثٍ إِ ىَ  ۚ  اوَ هُ لِّ  وَ كُ ءٍ  بِ ٍْ ُن   شَ لِ  عَ

 

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 

sekalian manusia…”
132
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131
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Dibutuhkan banyak spesies manusia untuk mewujudkan kehidupan yang 

seimbang di dunia ini. Hal tersebut memungkinkan sesama manusia untuk 

hidup dan saling membantu serta bergenerasi dari masa ke masa. Hal ini 

dapat direalisasikan dengan sebuah pernikahan. 

2. Ketika seorang laki-laki memenuhi kodratnya dan disibukkan dengan 

aktivitasnya mencari nafkah, ia tidak memiliki waktu yang banyak untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus rumah dan 

sebagainya sebab lelahnya ia berkerja. Maka ia membutuhkan seorang 

teman hidup (perempuan) yang mampu mengurus urusan 

kerumahtanggaan serta menjadi pendamping hidupnya, yakni seorang istri 

sah, sebagaimana Allah jelaskan dalam Q.S Al-Rum:21
133

; 

ُىا ٌ كُ َسْ ت ا لِ اجً وَ َشْ نْ أ كُ ُسِ ف ًَْ يْ أ نْ هِ كُ َ كَ ل َ ل َىْ خَ هِ أ اتِ يْ آََ هِ  وَ

تً  وَ حْ زَ ً وَ َّة د ىَ نْ هَ كُ ٌَ ُْ َ لَ ب عَ جَ ا وَ هَ ُْ َ ل ِ كَ  فٍِ إِىَّ  ۚ  إ لِ  َ اثٍ  ذ ََ َِ  

وىَ  سُ كَّ َفَ ت َ مٍ َ ىْ قَ  لِ

 

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dna 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berpikir.
134

 

 

3. Ada suatu bagian dari naluri manusia yang harus disalurkan, yakni hawa 

nafsu. Menikahi adalahi satu-satui jalani yangi sahi untuki mencukupii 

kebutuhani seksuali manusiai dalami menyalurkani hasratnya. Olehi karenai 

itui Nabii Muhammadi SAWi menganggapi bahwai nikahi termasuki 
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pelengkapi kesempurnaani agamai seorangi muslim. Karena dengan 

menikah, seorangi muslimi mampui mengendalikani syahwatnyai dan 

menundukkan pandangan matanya dari melihat perempuan lain, sebab 

pada hakikatnya apa yang ada pada perempuan yang ia lihat itu ada pula 

pada istrinya. Sebab itulah diantaranya hikmah nikah adalah untuk 

menjaga kehormatan dari maksiat dan zina.
135

 

4. Manusia adalah social creature yang artinya ia akan selalu membutuhkan 

orang lain, baik ketika masih hidup atau setelah meninggal dunia. Melalui 

pernikahan, perwujudan manusia sebagai makhluk sosial itu dapat 

dipenuhi. Karena kelas suami, istri dan anak-anak serta anggota keluarga 

yang lain akan merealisasikan hal tersebut dengan membantu dan 

memenuhi kebutuhan satu sama lain. Saat di dunia, istri dan anak dapat 

membantu pekerjaan rumah dan penolong ketika sakit, sedangkan ketika 

sang ayah meninggal dunia, maka doa dari anak-anaknya yang saleh adalh 

satu-satunya bantuan besar yang paling diperlukan, karena doa anak saleh 

adalah salah satu dari tiga amalan yang dapat memberikan manfaat bagi 

mayit
136

 

Oleh karena agung dan sakralnya nikah, sehingga tergolong salah satu 

bagian dari ibadah, bahkan hubungan suami istri tercatat sebagai pahala sadaqah. 

Maka salah seorang ulama Hadratul Yaman, yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar al-

Sakran menganjurkan untuk membangun niat yang baik dan suci ketika menikah, 
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antara lain berniat untuk mencapai ridla Allah, upaya mendapatkan anak saleh, 

,memperbanyak umat Muhammad SAW, harapan mendapat doa dari anak-anak 

saleh, penjagaan diri dari godaan setan dan sahwat, menjaga kehormatan 

kemaluan dari maksiat, dan lain-lain lagi seperi apa yang pernah diniatkan oleh 

para nabi dan orang-orang saleh ketika mereka menikah.
137

 

Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menempatkan semua anggota 

keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Suami 

memiliki hak yang lebih besar daripada istri karena ia berperan sebgai kepala 

rumah tangga. Sedangkan perempuan sebagai seorang istri mempunyai hak dan 

kewajiban sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebgai seorang perempuan. Seorang 

anak pun juga memiliki hak untuk disayangi dan memiliki kewajiban untuk 

menghormati orang tuanya.
138

  

Bahkan bagi seorang pembantu rumah tangga mempunyai hak untuk 

mendapatkan upah yang layak, untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan 

kemampuannya juga wajib mengikuti aturan yang diteteapkan oleh majikannya 

selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perundang-undangan yang 

berlaku. Juga berhak mendapatkan teguran apabila lalai terhadap tugasnya atau 

menyebabkan suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut.
139

 Semua anggota 

rumah tangga memiliki peran dan posisi masing-masing yang harus dijaga dan 

dihargai oleh satu sama lain. 
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Tidak ada jalan yang sempurna, begitu juga dalam pernikahan. Ada 

kalanya dalam pernikahan timbul problema rumah tangga yang dapat memicu 

keretakan rumah tangga dan pada akhirnya berujung pada tindak kekerasan dalam 

rumah tangga. Problem yang mungkin menjadi pemicu ini bersifat sangat variatif, 

mulai dari tuntutan material, orang ketiga, kurangnya komunikasi, maupun 

campurtangan orang luar atau masyarakat terhadap kehidupan rumah tangga yang 

bersangkutan.
140

 

Meski begitu menilik kembali bahwa pernikahan merupakan satu dari 

syariat Islam yang paling tua dan bertujuan mulia yakni memperoleh keturunan, 

maka sangat disayangkan apabila sebuah pernikahan rusak begitu saja tanpa 

adanya upaya untuk memperbaiki sebelumnya. Memang kekerasan rumah tangga 

bukanlah hal yang bisa begitu saja ditolerir oleh sebagian besar pihak, apalagi 

bagi pihak korban yang telah menerima penderitaan psikis mapun penderitaan 

fisik dari pernikahan yang ia telah ia jalani.  

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga memang telah kita 

ketahui dapat melalui dua jalur, yakni jalur penal dan non penal. Dilihat dari sisi 

maqāṣid al-syarī‟ah, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan 

jalur penal melalui mediasi lebih bisa menegakkan hak seorang individu sebagai 

korban.  

Keturunan mungkin menjadi salah satu dari kelima unsur pokok yang 

harus dipelihara dan diwujudkan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan 
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akhirat, namun ada unsur-unsur lain yang harus dijaga sebelum itu yakni agama, 

jiwa, dan akal. Seringkali dalam peradilan secara penal, hanya hak-hak dan 

kelangsungan nasib terdakwa saja yang ditegakkan, namun korban tidak mendapat 

pertanggungjawaban atas penderitaan yang telah dilaluinya. Karena itulah dalam  

proses mediasi penal inilah korban dan pelaku bisa bertemu dalam kedudukan 

yang setara. Dengan perantara mediator dan partisipasi tokoh masyarakat, para 

pihak yang terlibat bisa membicarakan kompensasi terbaik yang bisa diberikan 

pelaku atas tindak kejahatannya terhadap korban. 

2. Tinjauan Teori Pemaafan Terhadap Proses Penyelesaian Perkara KDRT Melalui 

Mediasi Penal di Indonesia 

Secara istilah, ali-„afwui sebagaimanai yangi didefinisikani olehi ulamai ahli 

ushuli Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al Razy adalah setiap 

pembuati dosai (pelaku kejahatan) yangi seharusnyai menjalanii hukuman menjadi 

terhapuskani sebabi telahi mendapatkani pengampunan.
141

 Konsep al-„afwu itu 

sendirii merupakani satui konsepi penyelesaiani perkarai praktisi berupa pemaafan 

dengan membebaskani pelakui darii tuntutani hukumani dengan konsekuensi 

korban memilikii pilihani untuki memintai diyāti (kompensasi) atau tanpa 

kompensasi. 

Dalam makalahnya, Syahrul Anwar menjelaskan penerapan Teori 

Pemaafan dalam pidana pembunuhan. Bahwa antara qiṣāṣ maupun diyat berada 

dalam keputusan keluarga korban. Dan bahwa adalah sebuah kebaikan jika 
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keluarga korban mau memafkan pelaku pembunuhan sehingga menggugurkan 

semua hak yang berkaitan dengannya. Tapi karena diyāt adalah sebuah kewajiban 

dan tanggung jawab kepada Allah, maka seandainya keluarga korban melakukan 

pemaafan terhadap qiṣāṣ, maka pelaku atau keluarganya wajib membayar diyāt, 

baru setelah itu qiṣāṣ gugur baginya.
142

 

Mediasi penal memiliki relevansi kuat dengan teori pemaafan ini, sebab 

hak otonom untuk memilih hukuman yang dikenakan terhadap pelaku ada pada 

tangan korban dan pihak keluarga. Melalui mediasi penal, keadilan bagi korban 

lebih bisa dijustifikasi, sebab korban secara langsung bisa ikut menyaksikan 

proses mediasi dari awal sampai akhir dan ikut campur di dalamnya. Hal ini tidak 

bisa dilakukan begitu saja jika pihak-pihak yang terlibat memilih untuk 

menyelesaikan perkara KDRT melalui dalur pengadilan, di mana pihak yang 

„vokal‟ dan memberikan pengaruh adalah praktisi hukum yang terlibat dalam 

perkara tersebut.  

Melalui mediasi penal pula, pelaku bisa mengetahui dan melihat secara 

langsung dampak dari kejahatan yang telah ia lakukan kepada korban. Korban 

juga bisa mempertimbangkan pertanggungjawaban apa yang bisa ia pinta dari 

pelaku, misalnya kompensasi secara materiil, ataupun secara immateriil seperti 

permintaan maaf dari pelaku dan penjelasan atas apa yang ia lakukan pada korban. 

Dalam forum mediasi penal, korban juga bisa memilih apakah ia bisa memaafkan 

pelaku atas tindakannya atau tidak. Sebab ada faktor psikologis yang besar dalam 
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sebuah tindak pemaafan jika korban bersedia memaafkan pelaku atas tindak 

kejahatan yang telah ia lakukan. 

3. Tinjauan Restoratif Justice Terhadap Proses Penyelesaian Perkara KDRT Melalui 

Mediasi Penal di Indonesia 

Dalam karyanya, Tony Marshall mengemukakan bahwa Keadilan 

Restoratif adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah kriminalitas yang 

melibatkan pihak-pihak terkait dan masyarakat secara umum dalam sebuah relasi 

di hadapan penegak hukum.”
143

 

Konsep keadilan restoratif memungkinkan penyelesaian perkara pidana di 

luar jalur pengadilan. Penyelesaian perkara semacam ini sekarang mulai sering 

dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu 

menjangkau pemecahan masalah sebenarnya tanpa mengurangi rasa keadilan. 

Walaupun beberapa praktisi dan ahli hukum masih ada yang berpendapat bahwa 

alternative dispute resolution (penyelesaian perkara di luar pengadilan) hanya 

dapat diterapkan untuk perkara perdata saja, sebab pada asasnya perkara pidana 

tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Konsep keadilan restoratif dapat 

ditemukan dalam mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan oleh mediasi 

penal sangat signifikan dalam proses penegakan keadilan, walaupun mungkin 

prosesnya tidak sesuai dengan legal system. Perumusan kaidah hukum 

penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal didasarkan paa cita-cita hukum 
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itu sendiri. Oleh karena itu, pola mediasi harus didasarkan pada nilai keadilan, 

nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan.
144

  

Konsep keadilan restoratif juga membawa harapan cerah bagi 

perlindungan hukum untuk korban KDRT. Keterlibatan korban dalam proses 

mediasi penal meliputi perbaikan material, memperbaiki emosi termasuk harapan, 

perbaikan harga diri, dan kehormatan, dan yang paling penting adalah keterlibatan 

penuh terhadap jalannya kasus. 

Melalui penyelesaian perkara KDRT dengan mediasi penal, diharapkan 

pemulihani bagii korbani dapati terealisasi, tujuani pemidanaani bagii pelakui akan 

berhasili dan ketertibani masyarakati puni dapati tercapai. Sebab mediasi penal 

yang berlatarbelakang konsep keadilan retsoratif, merupakan salah satu aIternatif 

untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum.  Keadilan yang akan 

diperoleh semua pihak, baik oleh pelaku, korban, maupun kalangan masyarakat.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), Kekerasan dalam Rumah 

Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, 

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 

dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk  ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
145

 

Dalami prosesi penyelesaiani perkarai KDRTi melalui iMediasi iPenal, ada tiga 

tahap yang harus dilewati oleh pihak-pihak yang terkait, yakni: tahap 

persiapan; tahap pelaksanaan; dan tahap pengambilan keputusan. Dalam 

Tahap Persiapan, mediator akan mendalami kasus dengan berkonsultasi 

dengan kedua belah pihak. Selain itu, mediator juga mendiskusikan waktu 

dan tempat serta siapa saja yang akan hadir dalam mediasi. Dalam Tahap 

Pelaksanaan, pembentukan forum antara pihak-pihak yang hadir dimulai. 

Setelah forum terbentuk, mediasi dimulai dengan adanya pernyataan 

pendahuluan dari mediator. Kemudian pada Tahap Pengambilan Keputusan, 
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parai pihaki salingi bekerjai samai dengan perantara imediator, mengevalusi 

pilihan dan memilihi solusii yangi paling tepat untuk kedua belah pihak. 

Selain itu dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa ada beberapai 

modeli mediasi penal, diantaranya: iInformal iMediation; iTraditional iVillage 

ior iTribal iMoots; iVictim-Offenders iMediation; iReparation iNegotiation 

iProgrammes; iCommunity iPanels ior iCourts; dan iFamily iand iCommunity 

iGroup iConferences. 

Setelah mengamati dan memahami berbagai model praktik mediasi penal, 

yang paling kompatibel dengan penyelesaian kasus KDRT adalah Victim-

Offenders Mediation dan Family and Community Group Confrences. Dua 

model ini memungkinkan pertemuan antara pelaku dan korban dalam tingkat 

yang setara dengan perantara mediator. Selain itu, kedua model mediasi ini 

memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Selain 

mencari solusi dan penyelesaian terbaik diantara para pihak, diskusi juga bisa 

berbuah tindakan preventif yang bisa diambil masyarakat dan sanksi sosial 

macam apakah yang dapat dilimpahkan kepada pelaku. 

2. Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis dalam meneliti proses 

penyelesaian perkara KDRT memalui medisi penal adalah Teori Maqāṣid Al-

Syarī‟ah, Teori Pemaafan Pidana, dan Teori Restorative Justice. 

Dari segi Teori Maqāṣid Al-Syarī‟ah yang tujuan utamanya adalah 

memperoleh kemaslahatan, penyelesaiani kasusi kekerasani dalami rumahi 

tanggai dengan jalur mediasii penali lebih bisa menegakkan hak seorang 
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individu sebagai korban. Seringkali dalam peradilan secara non-penal hanya 

hak-hak dan kelangsungan nasib terdakwa saja yang ditegakkan, namun 

korban tidak mendapat pertanggungjawaban atas penderitaan yang telah 

dilaluinya. 

Dari segi Teori Pemaafan, mediasi penal memiliki relevansi kuat dengan teori 

pemaafan ini, sebab hak otonom untuk memilih hukuman yang dikenakan 

terhadap pelaku ada pada tangan korban dan pihak keluarga. Melalui mediasi 

penal, keadilan bagi korban lebih bisa dijustifikasi, sebab korban secara 

langsung bisa ikut menyaksikan proses mediasi dari awal sampai akhir dan 

ikut campur di dalamnya. Korban juga bisa mempertimbangkan 

pertanggungjawaban apa yang bisa ia pinta dari pelaku, misalnya kompensasi 

secara materiil, ataupun secara immateriil. 

Dari segi Teori Restorative Justice yang memungkinkan penyelesaiani 

perkarai pidanai dii luari jalur pengadilan, pelaksanaan mediasi penal bukanlah 

hal yang  mustahil lagi. Penyelesaian perkara semacam ini sekarang mulai 

seringi dilakukani dan dapati diterimai olehi masyarakati karenai dirasakani 

lebihi mampui menjangkaui pemecahan masalah sebenarnya tanpa mengurangi 

rasa keadilan, meskipun ada beberapa ahli yang berpendapat sebaliknya. 

Namun karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat 

signifikan, banyak yang berpendapat bahwa mediasi penala adalah salah satu 

harapan baru dalam penyelesaian perkara pidana. 
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B. Saran 

Penelitiani mengenaii prosesi penyelesaiani perkara kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) perlu dikaji lebih luas lagi dalam penelitian yang 

selanjutnya, apalagi belum banyak peneliti yang melihat dari sudut pandang 

filsafat hukum. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, masyarakat 

bisa menyadari bahwa ada jalur penyelesaian lain dari perkara kekerasani dalami 

rumahi tanggai selain membawanya ke ranah pengadilan, yakni dengan melalui 

mediasi penal. 

iSelain iitu, penulis juga berharap bahwa hasili penelitiani inii mampui 

menjadii pertimbangani bagi pihak-pihak yang terkait bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga adalah suatu tindak kejahatan yang dapat dipidana dan bukan 

sesuatu yang dapat ditutupi atau diterima begitu saja oleh pihak korban. Salah satu 

kendala besar dari penanganan perkara kekerasani dalami rumahi tanggai adalah 

korbani yangi merasa lebihi inferior dari ipelaku, korban merasa malu, dan 

menganggap bahwa apa yang ia alami adalah hal yang biasa ia dapatkan serta 

bukan sesuatu yang patut dilaporkan. 

Seorang manusia tentunya tidaki luputi darii kekurangani dani kesalahan. 

Jika dalam penelitian ini masih terdapat materi yang luput dari pembahasan, maka 

penulis terbuka terhdap semua kritik dani sarani darii pembacai yangi berniati baiki 

untuk mengembangkani penelitian iini idengan iharapan ikemajuan idi ibidang 

ihukum ipidana. 
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